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R!NGKASAN

Pengaturan tentang praktik kedoKeran mengacu pada 
.Undang-undang 

Nomor 29 T€hun 2004

Lndno praf,tr feA-olteran, Undang-Undang N-omor 
'36 

Tahun 2OO9 tentang Kesehatan dan. Undang-

fti6i irfi;; ili;h-ili'oi3 6.6ng pen-didikan lcdokteran. Pensaturan perundang-undangan di

;g,! il;;i aa"ar'Ootte'. dabm hehkukan penyelenggaran kedokteran pada .masyarakat

Masvarakat dalam rangt€ me;ingk€t derajat kLseiratan, 
- 
membufuhkan tenaga dokter untuk

111ffiffiffi peiavinan iei"nJtan. iarpat p6hyanan kesehatan adalah memberi pertolongan etau

;ilffi6"'Gnftan t<epaoa pasien. oatarir p6mberi pertotonggn aFu. memberi baTtqal llpada
oasien oteh dokter medhir*an hubungan huium yang lazim dikenal dengan transaksi terapeutik

ffi;:h;itei&fk'ra"r*, p.r""t rira-n yang terjaai arntar:a dokter dengan peslen b-ukan dibldang

*"oot t n sii" t"t p, lebiir luas,' mencar-up 5idang dhgnosuk, prev-entif, rchabilitatif maupun

ffiHfr1fu;;.i'tiir, 
"ntE-domer 

dan'pasien iioasad dengan sikap saling percava.. Sikap

!"iano o"rcava in-i tumbuh apabila terialin komunikasi secara terbuka dan iuiur antara do6er oengan

;:i&:-u;tii;ii;;ffifi;i"s pin"r 1o"it< dokter maupun..pa€ien) dapat.sallry.-T:::f ik'"

inormisivang dipedukan-bagi terlarsanakan kerjasama yang baik d8n ter€apainya tuiuan peEyanan

iii"i,r,"t",i.-izod konteks ini ransaksi terapeutk yang.gqa merujuk pada keten}ral Pasal 
-1234

iurgelii Wetb@k yang menyebuu<an, bahwa U:ad pe-rikatan adalah untuk memb€rikan sesuatu,

,ntJf,6"Ara sesuifu 
-atau 

,ntuf tia"f berbuat sesuafu. Hubungan yang terjadi dalam transaksi

#;rtiil;ft;i"di dasar datam petayanan kesehatan, .dengan 
mengedepankan p.insip etik yang

ijirlri-J"xto yaitir datam rangra memirri pertolongan, berbgat baik dan tidak merugikan pasien'

prinsio etik dalam hal memberi pu,tolong"n harus tun'ias atau sampai sembuh. Oleh karena.itu dalam

iliiiiir,r-i,J;i;ili;il;Gi;ilaskin asas proporsionatiras asar tercipta hubunsan kotraktual

yang memberikan rasa keadilan-

Kata Kunci: perjanjian terapeutik, asas proporsionalitas, k€adilan'
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BAB I

PENDAHULUAN

t.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan

kemampuanhidupsehatbagisetiaporangdalamrangkam$,UjudkanderalatkGehatanyang

optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum, seperti yang termuat dalam pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebur uuD 1945). Kesehatan sebagai hak asasi

warganegara yang dijamin oleh Negara dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 diwujudkan dalam

bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat. Pembangunan kesehatan

yangberkualitastidaklepasdariperandalampraKikkedokteran.PenyelenggaranpEktikkedoKeran

merupakanintidarikegiatanupayapenyelenggarankesehatanyangdilakukandoKer.Kegiatan

dalam praktik kedokteran harus sesuai dengan standard profesi medik dan tnemiliki etik mo,€:l Ydng

tinggi, keahlian dan kewenangan atas kapasitasnya sebagai ahli, sertilikasi, lisensi dan sebagainya'

Hal ini seialan dengan pendapat H. J- J. Leneen sebagai berikut ;

"Defomuleringvandenormavoordemedischeprofesionelestandadzoudan
iuinin zii idgwd,N votgens de medisr,he standad.handelen als een gemiddelde

iii""i i,t" yz, ge:iiik iedische die in redetiike verhouding staan tot het @nc,eet

handlingsdoel"

PengaturantentangpraKikkedoKeranmengajupadaUndang-undangNomor29Tahun

2oo4tentangPraktikKedoKeran,LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomorl16-

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 21431 (selaniutnya disebut uu PraKik

Kedokteran), dan undang-utfiang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penduikan Kedokteran, Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2ol3Nomorl32-TambahanLembaranNegaraRepublik

lndonesia Nomor 5434 (€elaniutnya disebut uu Pendidikan Kedokteran). PengahJran perundang-

undangdialassebagaidasardokierdalammelakukanpenyelenggarankedoKeranpada

masyarakat.

Masyarakatdalamrangkameningkatderaiatkesehatan,membufuhkantenagadoKeruntuk

memberiken pelayanan Kesehatan- Hakekat pehyanan kesehatan adalah metnberi pertolongan atau

memberikan bantEn kepada pasien- Dalam pernberi pertobngan atau memberi banfuan kepada

pasien oleh dokter menimbulkan yang dinamakan transaksi terapeutik'

Transaksiterapeutikmerupakanpersetujuanyangterjadiantaradokterdenganpasi€nbukan

dibidang pengobatsn saja tetapi lebih luas, 
'neflcakup 

bidang diagnostik, p.eventif, rehabilitatif

maupun promotif.' Terkait dengan sikap saling p€rcaya ini tumbuh apabila terialin komunikasi secara

terbuka dan juiur antara doKer dengan pasien. untuk itu masing-masing pihak (baik dokter maupun

pasien)dapatsalingmemb€rikaninformasiyangdiperlukanbagiterlaksanakankerjasamayangbaik

danterc,painyafuiuanpelayanankesehatan.Padakonteksinitransaksiterapeutikyangadamerujuk

'H.J.J. Leonefl dahm Wil8 Chsftdr8wila Suprt di, Hukufi Kodone.E,n 
.Msndar 

Malu' gandung' 2m1' ! 5]

.'il. lr",,t- ii;"rfi"h dan Amri Arnlr, itrt iiidrla"o" & Hukum xodol<toon Pon6'bt Buku Kodoktersn EGC'

Jaksrts. l9og, hal. 39
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pada ketentuan Pasal 1234 Bwgetiik wetff,ek (selanjutnya disebut BW) yang menyebutkan, bahwa

tiap perikatan adalah unfuk memberikan sesuatu, untuk berbuat s€suatu atau unfuk tidak berbuat

sesuatu.

Hubunganyangtefjadidalamtransaksiterapeuukinimenjadidasardalampelayanan

kesehatan, dengan mengedepankan prinsip etik yang dianut doKer yaifu dalam rangka memberi

pertolongan,berbuatbaikdantidakmerugikanpasien.Pdnsipetikdalamhalmernberiperblongan

harus tuntas atau sampai sembuh. lctentuan itu jelas sesuai dengan Pasal 1254 BW yang

menyebutkan:s

Jika seseorang dengan sulGrela, de(gan tidak mendapat perintah unfuk tfu,.mewakili.tidak

mendapat preintah- unhrk iur, meGkt urusan orang__ lain dengan tidak alau tanpa

il#f,f,t,a; orang ini, maka ia secara diam{iam menglkatlGn dirinya untuk meneruskan

iertE menyeesaikin urusan te6ebut hingga orang yang me\ivakili kepentinganya dapat

mengerjdkin sendiri urusan itu (zaakwBameming)'

Lebih lanjut dalam Pasal '1356 BW menyebutkan, ' ia (pembe,i bantuan) wajib dalam

melakukan pengurusan tersebut memenuhi keu,ajiban sebagai s€orang bapak yang rumah yang

baik. Pasal+asal di atas men adi titik anjak dalam fansaksi terapeutik antara doKer dan pasien'

selain mengErah pada Undang-Undang PraKik Kedokteran'

Transaksitempeutikdalamperkembanganmenjadipersoalandibeberaperumahsakitdi

daerah. terkait dugaan tetjdi malpraKik kedokteran. Tindakan-tindakan doKer dalam memberi

pelayanankesehatan,yangmenyimpangdaripfosedurstandaroperasiona'lyangditentukan'misal

clalam hal melakukan operasi tidak sesuai prosedur, kelalaian dalam penggunaan alat, salah analisis

penyakit, dan sebagainYa.'

selain.tU,kordisipelaysnankesehat6ndidaerahpsdassatini,.nenempatkanpesign

sebagaiobyek,dimanahak{Ekpasientefkadangdiabaikanolehdokterdalampenyelenggaran

kesehatan. Namun seidng dengan pefkembangan teknologi dan informasi pasien sudah berani

memberikan kritik terfiadap pelai?nan yang diterima dan menunfut haknya-s Ketidakseimbangan ini

memberiimplikasiterhadappelayanankesehatanyangdiberikandokter6dakmaksimal,dan

cenderung Pasien diiadikan obyek saia sebagai orai:g yang membuhihkan dan harus ditangani'

Befikutiniyamg4erupakanhak.hakpasienyangd:kemukakanolehDannyWradharma:1).Hak

untuk memperoleh informasi, 2). Hak untuk memberikan peBetljuan, 3). Hak atas rahasia dokter 4)'

Hak untt,k memilih dokter, 5). Hak untuk memilih sarana kesehatan, 6). Hak untuk menolak

pengobatan/perawatan, 7). Hak untuk menolak tindakan medis teItentr, 8). Hak untuk menghentikan

pengobatarvperau,atan'9).Hakso@ndopinionlo).Hakinzagerekamrnedisl,l).Hakberibadat

menurut agama dan kepercayaannya.u Selain itu, hak-hak pasien adalah "self de6rmination,'7 (1)

hak pasien atas perawatan dan pengurusan: (2) Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah

sakit yang akan merau,at pasien: (3) Hak untuk menolak cara pefawatan tertentu; (4) hak atas

tP*dl254 
BvV.

'er*"nai .1, tgC5, Ferseluua,t fladakao 
'tbdik 

(lntoonod Conse'O- Jek8da Balai P€neltit Fakultas Kedokt€En

uni*r"it""liai-11jf, hfn.if -ZO O"n eg113 Sudisoto, 2OO9- 
-i15s6 Mslprak6l( Antsra Ponogakens Hukum dsn Resa Kesdilan

Masyar"akat' dalqr l,loddrr s, Vol.3 No.t moS' Hkn 3242''*"*til";;'K;;i;6. 
icbs, solrs.a eas dan Ywisdis ttffi cottsE,'t' J'kanr PBtaks slnar Hsrapan Hrn 5

" il;ivit dh;;, ientirtun kufiah Hukum xodd<ter-an' Elinarups Akss'a' 1996' hal

, n.S. tt"*rlr-r Prt$,rs Of"r (vA. 2) Washtrnoon, O.C. 1949. Tdab dwa. C.inioab boiote tia Nor.mbetn

Military T.bunab u.ldq Conbol Councl t aw No' '10.' htn l8l-'182'
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infnrmasi;(5)hakatasrasaamandantidakdiganggu;(6)hakuntukmengakhiriperjanjian

perawatan.8 selain itu pasien juga memiliki hak atas rasa aman, hak atas pembatasan terhadap

pengafurankebebasanwruwatan,hakatastwentyfour-a.dayvisitor-ights,hakpasienmenggugat

atau menuntut hak pasien mengenai bantuan hukum'e

Hak-trakpasienuntukmengetahuiapadanbagaimanapenyakit.analisimedis.tindakan

medisyangakandilakukanseringtidakdibefipenjelasanyangsignifikan,sehinggapadaakhimya

menimbulkankerugianbagipasien.Dalamhubunganhukum,terkaitfndakankedoKeranolehdoKer'

dalamhalinipenangananpasien,adahak+akyEngharusdiberikanpadapasi€nolehdoKer'Hak-

hak inilah pada beberapa kasus di rumah sakit daerah, doKer lalai atau tkiak melakukan infomed

6\,ns6ntpadapasien.Apabilateriadis€suah'padapasien(meninggaldalamoperasi'cacat

pe'manen,danlainJain),pasientidakbisaberbuatapa.apaterhadapdirinya(tubuh)akibattindakan

medis oleh doKer.ro Hal-hal ini yang menjadi problem dan perdebatan malpraKik kedo6eran atau

tindak medis yang sudah sesuai dengan standar operasional kedokteran dalam tindakan medis atau

kelalian, karena pas'ten tidak mengetahui tindakan medis berakibat pada dirinya (tlbuh) beruPa cacat

permanen, meninggal-

HubungandoKerdanpasientidakpemahdilepaskandariproseskomunikasiyangterbuka

seperti ini. Secsra teknis tkjak dapat berjalan sesuai &ngan apa yang diharapkan, karcna ad€nya

distorsi, disebabkan permasalahan bahasa maupun budaya'

DalamkasusinipasienadalahorangYangpasifatautidakmemilikikemampuan

berkomunikasi dengan baik dan sistematis, doKer akan menemui permasalahan karena jawaban-

jawaban yang dib€rikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Apabila ini teriadi, biasanya dokter

kemudian meminta bsntuan dari Pihak keluarga. Permohonan unfuk dapat berkomunikasi dengan

pihakkeluargatidakefektif.karenadalammaslaralGttertentumengungkapkansejarahdankondisi

pasien se@ra terbuka pada orang lain (termasuk doKer) dianggap tabu atEu dianggap sebagai

intervensi domain Prival

AsaspropofsionalitasdapatdijadikanrujukandalammenilaihubungandoKerdanpasien

menuju kontrak yang berkeadilan. Dalam kai.tsn ini Yohanes sogar slmamorail mengemukakan

bahwa'yangmenjadiperhatianutanlad3!emasasproporsionaladalahkeseimbangandalam

p€mbagian k6wajiban.. T€rkait dengan propofsionalitas, lan Hcleodr2 m€mb€rikan contoh

penerapan prinsip proporsionalitas dalam kasus Atalanta, dimana hukum mensyaElUGn salah satu

pihak memberikan laminan untuk memastikan pelaksanaan kontrak dan kegka kontEk itu tidak dapat

terlaksana, aturan hukum m€wajibkan denda (penattyl, tanpa menghiraukan apakah kegagalan

p€laksanaan kontrak itu mayor atau minor, dan dalam hal ini Pengadilan memutuskan bahwa tktak

adanyahubunganantaEkegagalanprestasipadasatusisidenganjumlahdendapadasisilainharus

dianggapmelanggerprinsipproporsionalitas.sehinggapenjatuhansanksiDendaharusproporsional

dengan kesalahannYa.t3

! 
Soer,ono Sloekanto. t ar( don KeMalibon Pasioo, lnd+llltco, Jskarta' 1989'hkn 16l

" ilA;il;; Ndi" n, Hukum Kelr,hatdn tutidttggwjawaba,, Dok'rer' Rineks cipta' Jakarta' I 99s' hln: 3
'o tbit!.
llYolranos Sogwsinarnora L q. cit., h. 13
ul8n 

lil,c l,.od dstrn ,brd. h. 4'{
r\ohanes Sogar Sinanore I, Loc.dl
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MenurutAgusYudhaHemokokaraktelistikyangdapatdijadikanpedomanuntuk

menemukan asas proporsionalitrs dahm kontak, yaitu: 
1a

a.t<dfiakyarrgbersubstansiasasproporsionatedialahkonhakyangrnembg.ikanpengakuan

terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para konhakEn untuk

menenfukan perfukaran yang adilbagi mereka. Kesamaan bukan dalam ard'kesamaan hasif

melainkan pada p6isi para pihak yang mengandaikan "r€selafaan l<edudukan dan hak

(quitabitm, prinsip kesamaan haldkeseEraan hak;

b.Beflandaskanpadakesamaan/kGetaraanhakbrsebut,makakonfakyangbe'subshnsi

asas propoGional adahh konbak yang dilandasi oleh kebebasan para kontaktan untuk

menentukan subetansi apa yang adil dan apa yang tidak adil b€gi merck€ (prinsip

kebebasan);

c. Kontrak yang bersubstansi asas goporsional adalah kontrak yang mampu menjamin

pelaksanaanhakdansekaligusmendistibusikankgivajibansecaraFopo6ionalbagipara

pihak. Perlu digarb baurahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus s€lalu

mendapatkanseeuatuda|amjumlahyangsama'dalamkontelGinidimungkinkanadanya

hasil akhir yang be6eda. Dalam hal ini maka prinsip dis-ribusiffoporsional tethadap hak dan

kenajiban para pihak harus rn€ng8cu pada pert'Ikaran yaw tair (pdnsip dtstibusi

propo6ional).

d.Dalamhalteriadinyasengketakontrak,makabebanpembuktian'beratringankadar

kesalahan maupun hal-hal lain telkait harus diukur berdasarkan asas propotsionalitas untuk

memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win-win salutlo.n'

u. yehya Harahapl5, b€rpendapa{ bahwa penerapan aias proporsionalitas dalam

pembukfansangatrelevan,mengingatdalamilmuhukumtidakpemahdiEmukandandiperoleh

maupundihasilkanpembuKianlogissebagaimanapastidanlogisnyapembuktianyangdihasilkan

imupasti(eksakta).Terl€itdenganbebanpembuktian,penerapaasaspropolsionalitasakan

membantu mernberkan justifikasi 
'neng8.tai 

putusan perkara yang dima,(sud, dongan boPedoman

pada asas atau pfinsip bahwe haki':: lidak boleh bersikap berat sebelah (pr,hsip fair trial| dao

memihak{arsial Iprinsip imparsia}:as-tidak memihak). sehin ifu hakim dihrntrt unhJk secara

bijaksanamembagibebanpembuktiankepadapihak+ihakyangbersengketasecaraadildan

proporsional.

1.2. Rumuaan asahh

Da|amhaliniasaspfopoEionalitasdiberikanpenekananpadapembagianbesarkecilnya

kcaalahannyayangditimbulkanolehparapihakharusdipeftimbangkansecaraproporsional

berdasarkan latar behkang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut

1. Hubungan hukum dokter dan pasien dalam perianjian terapeutik

2. Penerapan asas ptoporsionalitas dalam perianiian terapeutik

I

''Ague Yudha H6moko, Op. c{, h. 8849.
rilr. Yshys Herahap dalsn ,Dd 

' 
h. 31.



1.3. Tuiuan Penell0an

1. Menganalisis hubungan doKer dan pasien dalam pe.janjian terapeutik'

2. lrenganalbb benfuk penerapan asas proporsircnaliias dalmt pqaniiaa terapeutik

l.ll. Keaslhn Ponclttan

Penditian lni merupalGn penlitian yang belum pemah ada sebelumnya. Keaslian pada

penelifian ini Erlihat dahm hal petfuma, peneliuan menrfokuskan terftadap analisis implementasi

asas proporsiroarihs dalam du.da praldis y€ng be.l(aitan dengan suatu pedanihn teftPeutik, dan

kedua dan pemilihan judul telah yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain yang obyek

kajiannya hampir sama yaitu perianiian terapeutik. Adapun penelithn yang mengambil tema

perjanjian terap€utik antara lain adalah penelitian yang ditulis Diana Oevlin Lontoh dalam penelithn

tesis di Untuendtas Diponegoro Semarang dengan judul 'PelaKsanaan Pe{anjian Terapeutik dahm

Persetujuan 'tlndakan Medis pada Kondisi Pasien dalam Keadaan Tidak Mampu di Rumah Sakit

Telogorejo Semarang' pada tahun 2008, Kemudian penelitian te6is oleh lda Ayu S.i Kusumatmrdanai

dengan Judul 'lmpbmentasi Pesetujuan 'l-rndakan Kedolderan (lnfomrod Consent) dalam Pedanjian

Terapeutik oleh Tenaga Kesehatan Terhadapa Pasien Rumah sakit oi Provinsi Bali' Program

Pascasarjana universibs udayana pada Tahun 2ol4sefta penelitian dari dr. Yunano s.H dalam

jumal Law Reform Vol.6 No. 1 April 2011 dengan judul "Pertanggungiawaban Dokter dalam Transaksi

Terapeutif. Dari kedua penelitian rersebut dari sisi substansi dan judul yang ad8, sangat berbeda

dengan penelitian ini.

t5. Hanfaat Ponali0an

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sunlbangan pemikiran, gagasan bagi kalangan

dosen maupun mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran terhadap p€ntingnya ases

proporsionalitas dahm perjanjian terapeutik

2. Manfaat PraKis

Penelitia..l int dihaiapkan dapat memberikan dorongan dan gagasan bagi pembentuk

undang-undang, pemerintah sebagai pengambil kebi.iakan terhadap perlunya asas

proporsionalitas dalam peianiian terapeuuk guna malujudkan hubungan doKer dan pasien

yang berkeadilan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perianllan Torapeutik

Hubungan antara dokter sebagai tenaga medis dengan pasien terbenfuk dari suafu pedanjian

terapeutik yang menimbulkan hak dan kewaiiban,oleh karena itu informasi dan penjelasan a{val dari

dokter sangat diperlukan sehingga pasien paham terhadap penyakit yang diderihnya. Dengan

demikian dokter akan mengupayakan kesembuhan pasiennya riengan melakukan suatu tindakan

kedoKeran sesuai dengan standar profesi yang diembannya. lnformasi terhadap diagnosa penyakit

pasien harus dilakukan oleh dokter itu sendiri dan tidak boleh di disel€saikan kepada perawat. Hal ini

juga akan membahayakan bagi dokter itu sendiri karean pada akhimya tanggung jawab tetap 8da

pada dokter. Selain itu bukan wewenang perawat dalam memberikan informasi t€rhadaP

pasien.roDalam kenyapannya masih terdapat ketidaksesuaian terhedap pemberian inbrmasi dan

tindakan kedoKeran di rumah sakit pemberian informasi, tindakan kedokteran dan pengisian form

persetu.iuan tindakan kedoKe ran (lnformed consent) masih sering didelegasikan kepada

perawaubidan padahal bukan merupakan wewenangnya'

Menurut van Dor miin, dalam melaksanakan tugas pmfesinya seorang tenaga kesehatan

harus berpegang pada tiga ukuran atau standar medik umum yaitu kewenangan, kemampuan reta-

rata dan ketelitian ydrlg Uirlurfl.tT Buku panduan Akreditasi Rumah Sakit Tahun 20121s, menielaskan

bahwa salah satu cara melibatiGn pasien dalam pengambilan keputwan tentang pelayana yang

diterimanya adalah dengan cara memberikan tnformed Conserf. Untuk menyetujui tindakan yang

dilakukan tenaga kesehatan, pasien harus diberi penjelasan terlebih dahulu tentang hal-hal yang

befiubungan dengan pelayanan yang direnc.lnakan. karena diperlukan untuk suafu keputusan

persefuiuan.

Pemberian informasi dalam benfuk tnfomad Consont mulai diupayakan lebih awal' namun

upaya tersebut belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut

dipengaruhi ol€h beberaqa hal Yaltu:

1. Kondisi pasien yang memerlukan pertolongan dengan segera, sehingga baik pasien ataupun

xerrargi aengdn &pat mengaEkan telah mengerti dengan apa yang disampaikan oleh

doKe[
z. tniormasi yang disampaikan oteh tenaga keslhatan.tidak dipahami oleh pasien;

i. Sitt". petayinan rumah sakit yang tdak fleksibel, artinya pasien merasa dipersulit dalam

kondtst dinnya yang mernedukan pengobatan;

+. pemoerian int6rmisi sampai pada riemintakan tandatangan di lembar cons€nl terkadang

dilakukan oleh perawat padahal itu adalah wewenang doKe[

S. er"hn sering 
'tidak 

diieri kesempatan untuk..membaca kembali formulir yang diberikan'
- 

Jningga paiien merasa tidaf pemah diberikan informasi sebelum di6kukan tindakan

kedokteran;
o su.G, daya manusia yang belum memadai s€perti_ kurangnya tenaga lesehatan di rumah

sakit setrinjga tidak mampu rnemenuhi kebutuhan pelayenan kesehacan ''

'"Guwandi'2005'Rok8,,?,{'ds.BabiPenelbilFakulta3K6doklo.anUr|iw|rtitaslndon€sia,J8k8rta,h.31
"rt]" dit-"irat".i-r" sr;Pirrcii,2@1, tL*un Kedr,kterarl, Bsndar Maju'-Bandung' h' 23

'heratrran frfento,i Xirehstsn R.gt blk lndonesis Nono' 12 T8hun Z)1216 tar:E Aknd asi Ruma! 9"t'1
,.id;;y, a; k;;;"".dami (r6i4). tmpt€mentssi pers€{uiuan TM8k8n x6dokt€ran (hM coment) dateln.

puri"nl,rn i1-,"p1-*i 
'"r"rr -ri""g" 

x"s.'tt,1.n r",i,eo"p" Pasion Rumah Sskit Di Prcvinsi 8€['Progrsm Pascasadana

Un^/eraLlss Udayana

71
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Untuk mengkaii permasalahan tersebut, digunakan teori sistem hukum seperti yang

dikemukakan oleh L t. Friedman yang meliputi :

1. Stnrktlr Hukum (legal stntcturc); S&uktur hukum adalah Bagi,an-laglal yang bergerak di

dalam suau melian-isrne sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem- Yang

OimafsnO sfuftui hukum dalam penelifian ini adalah Rumah Sakit yang merupakan

bagian dari stul<ttr instihtsi.

Z. SuOstansi"ttut<ui Oegat suDstaace); substansi adatah aturan, norma, dan pola perilaku

nyata manufiy3ntithda datam tistem ihr. Dalam penellta.n iniyeng dlmaksud dengan

subtansi ada6n ituran atau norma yang mengatur tentang kesehatan khususnya

tentang rumah sakit dan termasuk dioa6miya acalarr atunan tentang tenaga kesehatan

dan persetrjuan tindakan kedokteran' .-.--- ,-..L.- ..--^ )aa
3. Budiya Hufi; @gat alturc). Budayahukum merupakan kuttur yang dapat dianalogikan

pada keyakinan. nitai dan apa yang Oitrarapkan.dari adanya hukum dan sistem hukum

otetr maspraf"i. ierU"ga-fbm6agi pejtegqk hukum Juga termasuk ke dalam pelaksana

hukum. O"1". peneti6an- ini, daplt bimrai bagaimana budaya hukum. diterapkan yaitu

metihat Uqi"iri* t"naga keseiratan menerapkan aturan vqns 9da ke daiam pnaktik

kegiatan d"V"6ggar,aa-n fesenaEn, sehinggga masyaralott.qp"t menilai secara nyata

adkqh 
tlj:tmg"an 

petayanan di rumi[ sakit Elah berialan sesuaidensan aturan

Yang berlaku eGktif--

Hubungan antana Do6er dan pasien pada awalnya menganut model hubungan terapeutik

yang mapan, yaihr suatu hubungan patemalistik (kekeluargaan) atas dasar kepercayaan- Model

hubungan seperti lni tentunya rnemiliki keunggulan komptatil dibandingkan model hubungan yang

didasarkan atas prinsip-pdnsip hukum semata. Namun iika teriadi konflik model hubungan tersebut

memiliki konsep penyelesaian yang kurang ielas, tidak memiliki kekuatan guna melaksanakan

kekuatannya2l Kompleksnya dalam dunia kesehatan tergantung pada permasalahan dan solusinya'

Hubungan dokter dan pasien merupakarr hubungan yang mempunyai kErludukan khusus' Dokter

sebagai Health Provider (yang memberikan pelayanan kesehatan) dan pasien sebagai Health

Receiver (yang menerima pelayanan kesehatan)- Hubtrr:gan dokter dan pasien pada dasamya

merupakan hubungan kontraktual. Hubungan dimulai sejak dokter menyatakan secara lisan maupun

seelra sikap atau tindakan yang menuniukkan kesediaan dokter. seperti menerima pendaftaran,

memberi nomor urut, mencatat rekam medis, dan sebagainya. Hubungan konfaktual antiara dokter

dan pasien dinamakan kontak terapeutikz

2.2 Asas Hukum dalam Penelitian Hukum

Doktrin hukum atam berusaha memberikan solusi yang pasti terhadap masalah abadi

keadilan, untuk nrenjanab permasalahan tentang apa yang dikatakan benar dan salah dalam

hubungan mufual antara manusia. Jarrvabannya didasarkan pada asumsi bahwa, adalah mungkin

untuk membedakan antara perilaku manusia yang nafural. yang seialan dengan alam karena perilaku

ini dituntun oleh alam, dan perilaku manusia yang tidak nahlral, yang bertentangan dengan alam, dan

dilarang oleh alam. Asumsi ini mengimptikasikan bahwa, adatah suatu hal yang mungkin bila kita

EHunduh 6lilar€l 2017

^lbkt.o Sofren t)ahbn, Hd<un Kesxlhetr., Cotr,<on la rrr, S€rn8rang : Badan Penerbit Uniwrsitas Oponegroro' rcO:i. h' 1

BALI.

" tbkl-, h. 13.
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menarik kesumpulan dari alam, yakni dari kodrat atau hakikat manusia, dari kodrat masyaft*at, dan

bahkan dari dari kodrat dari segala sesuafu , dapat ditarik kesimpulan tentang perafuran- peraturan

tertenfu ya,€ .nernbetikan afifien yang secana kesefuruhan befeda delam keselai'asan dengan

p€dlaku manusia, yang dengan pengkajian yang seksama terhadap fakta'falda lama klta dapat

menemukan solusi yang adil bagi permasalahan soshl kita. Alam dipandang sebagai legi6hbr,

legislator Ertinggi.

Pandirngan ini metnbayangkan bahwa fEnomena awal mdnang diarahkan menuju suatu

akhir atau Erbenfuk oleh suatu tujuan, bahwa proeesfroses alam yang dipandang sebagai suafu

kes€luruhan ditentukan oleh kausa akhir. lni benar+enar merupakan suafu pandangan tentang

toleologis, dan dengan demlkian lidak berbeda dengan gagasan balMa ahm itu dianugerahi dengan

keinginan dan inteliiensh. lni mengimplikasikair bahwa alam adalah semacam makhluk personal

yang maha tinggi, sebuah obritas yang terhadapna manusia memberikan keoatuhan. Pada posisi

yang paling rendah dari peradaban manusia hbrpr€tasi tentang alam ini memaniftstasikan dirinyE di

dalam apa yang disebut animsme. Manusia primih'f percaya bahwa benda- benda ahm - binatang,

fumbuhan. sunEai, binbng di hngil- itu bemya a, bahwa roh atau jiwa bersemayam di dalam alau di

balik fenomena dipercaya sebagai bagian dari masyarakahya. l(arena roh atau jiwa itu bemyawa,

fenornena alam itu diEreyai sangst kuat dan rnampu ,nefukei sekaligus m€rmpu me,indungi

manusia, sehingga mereka harus dipuja. Animisme dengan demikian adala inte.pretasi relijius

tentang alam. 
a

peCa posisi te.tinggi dan revoiusi relijius, ketika animisme digantkan dengan monoteisme,

alam dipandang sebagai sesuatr yang diiptakan oleh Tuhan, dan oleh sebab itu dianggap sebagai

manifestasi dad seluruh kekuasaan dan kehendak-llya yang adil. Apabih doktin hukum alam ini

konsiten, ia pasti mengambil sebuah karalder relijius. la dapat menyimpulkan dari alam afuran€hlran

perilaku manusia yang adil hanya karena dan bila mana alam dipandang sebagai ekspresi dali

kehendak Tuhan, sehingga mengkaji alam itu sama saja dengan mei:geksplorasi kehendak Tuhan.

Pada kenyataannya, Ek ada hukum doktrin alam apapaun yang tilak' kurang let ihnya, memiliki

iaraKer relijius. Grottlls, misalnya, ftendefinisikan hukum alam sebagai sebuah suara rasional yang

dengannya tindak?n - tindakan tertentu ditenhrkan sebagai dilarang atau diperintahkan ' oleh

pencipta alam, yakni Tuhan.'24 Dia m€nyatakan bahwa hukum alam yang borasal dad'sifat-siht

esensial yang tertenam di dalam diri manusia dapat dihubungkan seelra bendar dengan Tuhan,

karena acas kehendak-Nyalah srat-sf,ht semacam itu menj:adi ada di dalam diri kitars Hob€s

menyatakan bahwa hukum alam memang merupakan sebuah suara akal budi (nalar), t€tapi suara

ekal budi adalah ' kesimpulan*€sfinPulan , tEor€ma-t€or€ma yang b€rkaitan d€ngan aPa yang dapat

membantu dan memb€la dirinya sendid; mengingat hukum s€b€namya adalah p€rkataan-Nya yang

karena paling benar menjadi pengqfur terhadap segala sesuatu yang lainnya. Namun, apabila kita

z 
Hatr3 Kels€n, Dasar-Dosil Htl<un Nomabl (mnsb$insip Tootitis unluk *lowuit-dkan Kedilan dalem Hukum

dan tulitk) Ir,/irmohan /lr'/,trutlta Yusrr,r, Ntr36fllodia, Bandung. 2008. h. 16&166 to.lemahan dari H8n3 Koben, t44'lal ls

Judb? Jusi/r,,, tulitb, &ti lzv h the ,ifutw d Sca.r, Unh.arsfy of Calibmie Pross' '1957.

2' Hugo Gtolilt , & Jttc ktt a fu?ir, 8.*a , M i kgian ,a
! lDi, Prcl6gomer8, bsglan. 12.
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melihat pada teorema yang sama, sepedi yang disampaikan dalam perr.aban Tuhan, bahwa yang

paling benar mengatur segala sesuafu, maka mereka pantas disebut sebagai hukum.n

li|lengkuti jejak tiobbes , P,rtendort .nenyatakan apabila suaraakal budi - yaitu, pfinsip.

prinsip hukum alam - memang meiliki kekuatan hukum maka h harus 'dalam setiap keadaan

memelihara bahwa k€ilrajiban hukum ahm ihr dari Tuhan'' Hanya dengan Cara sepedi inilah ia

dapat diasumsil€n, bahwa hukum yang dideduksi dali alam adalah hukum yang bersifat abadi dan

tidak dapat dirubah, yang berhwanan dengan hukum posittf, yang dlcipftakan amneaia, yang hanya

merupakan peratuftm yang be[sifiat senentara dan dapat diubah; bahwa hak- hak yang dib€ntuk oleh

hukum alam adalah hak- hak yang bersitrt suci yang mebkat pada diri manusia k€rona dihnamkan

di dalam diri manusia oleh alam ilahiahi dan bahvva hukum poEitif tidak dapat membentuk ataupun

melenyapkan hak- hak ini, tetapi hanya dapat melindunginya. lnilah inti dari dokrin hukum alam.

pada zaman Yunani kuno hukum dipandang sebagai berkaitan dengan alam. Alam dikuasai

hukum. demikian juga manush yang temasuk ahm ihJ. Dalam rangka pendangan ini hukum

bertungsi unt k r.nengafur alam supaya menurut garisSaris Ertentu, lagipula mongatur hidup

manusia supaya mengikuti pe€tuEn-peratum yang sesuai dengan hakekahya. Dalam Abad

pertengahan pandangan ini berubah. Hukum tetap dipertahakan dahm fungsinya yang semula, yakni

menciptakan ahrrafi. i,larnun aftrran yang terwuiud tidak dipandarE ,agi sebagsi suatu keharusan

alamiah. Aturan hukumadalah atul"an Allah. Hukum berfungsi unhrk menjamin suatu aturan hidup

sebagaimana dikehendaki Allah.u

Dalam zaman modem pandangan terfiadap hukum ber..rbah lagi. Hukum dilihat s€bagai

ciptaan manush. Dengan menenfukan hukum manusie sendi.i menetapkan at ran hidupnya. Latar

belakang pendangan ini ialah kenyataan bahwa manusia merupakan tnakhluk yang bebas. ia

membangun hijupnya beik pribadi maupun bersama sesuai dengan kebunrhannya dan citadtanya.

Fungsi hukum dalam pandangan ini iahh !-$ewuludkan suatu hidup beBama yang teratur sedemikian

rupa sehingga menunjeng perkembangan pribadi manusia masing-masing.a Dari sisi ontologi,

sidharra, ketika mengkaji aspek ontologi Hukum, ia mengut!'p pendapat soetandyo

wignyoGoebtoto yang rneounjukan ada 6 (enam) pemaknaan 'ooblogi hukum's€bagai hakekat

hukum sesuai dengan aliran filsafat hukum, yaitu:

a. Aliran Hukum Alarn/Kodrat memaknai 'hakek€t hukum' itu'asas-esas kebenaran' dan
.keadilan, atau "asas-€sas moral'yang bersifat kodrali dan berlaku universal. Dengan

demikian dimana pun berlaku prinsip bahwa tindakan yang immoral merupakan tindakan

yang tifaft berur, tidak adfl dan m€langgar hukum.

O. iUirin positivbme Hukum, memaknii 'hakefat hukum" adalah norma-norma positif

dalamsistemperundang-Undangansuafunegara.DengandemlkianbagiAliran
positivisme Hukirm, perahrran perundang-undangan merupakan afuran hukum .positif-
Dalam kepustakaan iukum, pandangan yang b€rpendapat bahwa tidak ada hukum di

luar perahiran perundang-undangan dinamakan paham 'l€gisme' atau 'legalisme''--

c. Alirah U6fitatiinlsrne, m-emandang 'hakekd hukum' adalah norma+orma positif yang

diimplem€nhikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dan Eundut pandang

onb'bgy, pandangan positivism hukum sama dengan aliran utilitarianisme hukum'

o. Airan 
--sidciologi&l jurisprudence, menganut paham bahwa 'hakekat hukum' itu,

putrrsanautrrsa,-n hakim inconcreto, yang tergistemetis 36bagai /Udgo made law (hukum

'Thom6 ttobt6. LruAfian, Bsgbn l, bab xv.

' Srmue, Prffi, oo Jtte itshu8p el Gdniun, at,tu ll, Bab i( badeo 20
o fneo mfueo, gi*pt Huk n &larn unla6€,| sela.sl, Peoo.bit KrnBir,3, Yogyaksda. 1982' h' 285
a tbw

14



yeng di putrs oleh hakim). Dalam kaihn ini perlu dioatd pendapat Jhon ChlpJn.n Gray
(teg$'lsts) dengan semboyan: "Nl the law is jrtdgp mde lavl (semua hukum dibuat

oten nahm), meflgingatkan bahwa disamping bgika hukumsebagai factor penling d€lam

peTnbentukirn hulignr, unsure-unsur subyektifihs h8kum, (simpati politik, ekonorni den

iitat-sitat pribadi) blah berperan dalam menydesaikan kasus*asus hukum. lntinya,

Gray ingiri rrenegaskan bahwa pomaknaan hukum yang lebih pragmatis sep€rti yang

Oikeinutat<annya im Aalatr s€suafu yang 6dah bedalan sangat hma dan dibrima ol6h

mssygrakd luas.

e. Rtira-nlMatrab seiarah, memakai 'hakelet hulom' adalah perilaku sosial tang

E&mbagakan, eksis sebagai varhble sosialsnpirik Dahm konEks inl Frcdericfi lGd

Von revfuny (pelopor M6hab seiarah), menyatakan 'hukum tidak ditehpkan/dibuat oleh

pemedntah 
-1phaf 

penguasa abu otorihs) bbpi trmbuh sesuai dengan s€jarah

belternbangiir masyarakat yang analog &ngen p€Ik€mbangan kebudayEan.- bahasa

ian adat iitiadat masyarakat Hrrkum besananyam pada'iiwa masyaraketlbangsa'

(rorkgoi{. Jadi td(ge& rnerupakan sFririt atau rokh hukum. Semboyan Mashab Seiareh:
iReint Ai n*lr gentspl/t es ,b urd wtud nit @r, torr(o" (Hukum tilak dibuat ia tumbuh

bersama dengan masYaraka0.

f. Aliran Realbme Hukum, rnemaknai 'hakekat hukum' adalah manifestasi makna{akna

simbolik para pohku scial sebagaimana tampak dahm interaksi m€reka. Pemaknaan

hukum kium R€tis itu menunjukkan orientasi leblh dekat pada berbagai disiplin ilmu,

s€pe.ti sosik i, antopologi psikologi dan ekonomi qaripada nuansa llmu Filsdel
Korsekuansinya utreltyn menolak mengkaFgorikan Realisme Hukum sebagai aliren

filsafat hukum. la juga menegaskan jika dlcerflrati konsep hukum yang dianut oleh

Realisne Hukum tidak berbeda dari Soctologrical Jurfsprudenoe. l(erena konsep hukum

dari aliran Realisme Hukum itu dit€gaskan bahwa: 'the concepuon of law in fux' of

moving lar/, and judicial creation of la\i/| Deengan demikian menurut penganur Realisme

Xuturi, Uatrwa ' Uakekat Hukum' bedangsung dahm dinamika hukum yang merupakan

keasi dari hakim. Jadi hukum ih, apa yang akan diputuskan oleh hakim dalam

menyelesaikan sengketa.s

Berbeda dengan pandangan aliran-aliran filsafat hukum, O. Notohamidioio, merujuk

pandangan Von Klsch, yang mengemukakan tiga teori bnta,lg'hakekat hukum'. Yaihr:

,. Teori lmperatif, menentukan hakekat hukum dariasalnya hukum itu. Menurut Teori lmperatif asal

dari hukum adaiah negara. Variannya meliputi:

a. Teori Etatis (John Austlni yang menyatakan "hakekat hukum'atau hukum yang sebenamya

aerletak pada perintah (command) bdan y3ng berdaulat dalam satu rnasyarakat politik

(negara)- Dalam bahasa lnggris, dikutip pendapat Arl30n, sebagai berikut
;tafus 

i,opeay so calted an a spoc,es d @mmad- Ewry witive law,or every law simple

and sticiy ciaed,6 se! by a srrwrcign bdy lo a n enldrer q fir,mbeo of the indepedent
potitica, srr/kty whercin that peteon or bocty is flrcreun or suprcmo'. (Hukum yang

sebenamya m-erupakan specles dari perintah. Setiap hukum positif, yang disebut hukum

sesungguhnya aditatr peranrran yang ditetapkan oleh badan yang berdaulat bagi _s€orang
atag riasyaiat<at dalam suatu negAra yang merueg, semen6ra bandan yaag beldaulat itl
superior).

b. Teo.i Hukum Mumi(Hans kelsen), mencermau 'Hakekat hukum'dari sudut pandang:

(0 Kehendak Negan (MIle des ShaQ, sebagai penganut Neo-lGntian, ia mernisahkan

sec€rra tajam intara &ia (Konyataan atau fakta) dari sJro, (keharusan). Dalam Sain

berlaku "hukum sebeb€kibaf (kausalitas), s€dangkan alam Sdrer b€rlaku norma.

Norma hukum itu hekekahya b€resal dari 'kehendak nesare' (W le des Staat)

sebagai O.a Sollon.
(iD ttegara oititrat dari sudut pandang yuridb, ia betPondapat bahwa negara adalah tate

hulium iti sendiri, jadi 'hakekat hukum'irentik dengan negaraq. Negara adalah

personmka6i (pernpribadian) hukum atau n€gera adaleh badan hukum'

2- Teori lndikatf adalah teori yang menunjuk (inclicarcl kepada kenyataan yang lebih dalam. Teori

indikatit ini menceri hakekat hukum dalam konyataan yang lebih dalsm tersebut Ada 2 (dua)

varian teori indikatit

a I D6, a G6d€ Atnadj o, Flls4]lat Ht*un (D,ar,nsl Iornaais & Histo,is)' Sotara PrBs' Mslang, 201 3' h. 1 2
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3.

Brugglnk menamakan 'Teori llmu dari Hukum', intinya merupakan filsafat sebagai msta-

meta t@i dan Ddgmatil€ Hukum. dlielaskan bahwa Filsafat Hukum tidak memiliki mata-teo]i, karena

merupakan disiplin ilmu yang tidak memiliki merad,lep/i/, di atasnya. Di sini Filsafat Hukum harus

mel€kukaa "refleksi diri'. Fllsafat Hukum .nemang 8d,alah mela-teod unt k Teori Hukum, dan

mengingat Teori Hukum adalsh /refateori untuk Dogmatik Hukum. Dengan demikian Filsafut Hukum

merupakan mara-mefa-teotiunhrk Dogmatik Hukum?

Dari uraian itu dapat dipahami k4ian Teori llmu dari Hukum' atau 'Filsafat llmu dad llmu

Hukum" dapat dikatakanmenempatkan Filsafrt Hukum sebagai ibu dari Teori Hukum dan Dogmatika

Hukum, maka untuk Teori Hukum ada meta-teod artinya ada teori lain di atasnya yaitu Filsafat

Hukum, begitu pula untuk Dogmatik Hukum ada teori lain di atasnya. Oleh karena ihr Filsafat Hukum,

"mata-teoe" dari Teoti Hukum (arli sempit) dan diatasnya lagi (mefa-mata-teon) untuk Dogmatka

Hukum. skema kedudukan Filsafat Hukum dalam h'Jbungan dengan Teori Hukum dan Dornatika

Hukum sebagai berikut

trlethsod6

M€ta-lreta Th€otu

ttlet -Th6o,ie

Theotu Th€o.h Th60rb

Sumber Bruggink

a. Mashab Sejarah Hukum (Historiscfa RoctttssfrooJ) dari von Savlgny. Menurut teod ini

hukum menunjukkan pada keberadaan Yolkgeist (iiwa bangsa/rakyat). Sejalan dengan

kerangka pemikiran ifu, maka hakekat hukum adalah Pmyataan dai "jiwa bangsa'

(wksqbq-
b. teori kedautatan hukum (Rechtssowereniteit) dari Krabbe. Menurut teori ini hakekat hukum

menunjuk pada kesadaran hukum lndMdual (individueel rcchtsbotttu*iin). Jadi hukum

adalah pemyataan dariI(esadam hukum individual'.

Teori Optatif merumuskan hakekat hukum dengan menekankan pada fujuan hukum. Juga ada 2

(dua) vadan:

i. feori Optam tndividualis, dianut oleh Jorcmy bontham (arcl abad ke-19). Menurut Benham

hakekat hukum dahm kaihn dengan tuiuannya, yaitu: 'lfe grBafesf fapp,hess lbr fie
grcate$ numbf (kebahaghan yang sebesar+esamya bagi indMdu sebanyak$anyaknya).

b. ieo{i Opt'htif Univecalb, dbnut oleh Adolf Hltl6 pemimpin Nazi Jerman (Abad Xx)- lan

merumuskan bahwa hakekat hukum adalah segala tindakan apapun yang berguna bagi

bangsa. (Semboyannya bangsa Jerman-'Uber Alles'='di atas bangsa'bangsa lainnya,

whhgga Hifier dipaMang @ nalapetab.tunng Dunia l, ia diiuluki'Wniahat pe/a,ng yang

palindkeji, ia maii bunuh-dirns'

Rochtsdo{Istbk = Dogmetika Hukum

RedfiEfieori, = T€ori Hukun

" lbb.,h.34

" J.J.H B.bgink, Rolbksi toot,,rrg Hukum, cf.roriomah Ari€f Sidharta, gsndung : Cit.a Aditys Bakti, '1996, h. 172
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Dari uraian di atas dap6t kita lihat bahwa asas adalah dasar dari suatu norma dalam

pembentukan aturan. Atau dengan kata lain, asaslah yang mendasri nofma-norma hukum yang ada

dalam suatu afuran huk an

2.3 ilakna Asat Prcptdonalitis

Dalam praldek selama ini dijumpai istilah prinsip hukum dan asas hukum serta seringkali

dipersamakan pengertian anhra keduanya. Aguo Yudha Hernoko$, menyatakan bahwa kedudukan

asas hukum dalam semua sistem hukum yang didalamny'a m€ngafur sistem norma hukum

mempunyai peramn penting. Asas hukum merupakan landasan atau fundasi yang menopang

kokohnya suatu norma hul(lm.

Yohan6 sogar slmamora menyamakan Mlah asas dan pdnsip. Hal ini mengingat bahwa

pengertian asas dan prinsip menunrt kamus besar bahasa lndonesia tedapat kesamaan yaitu asas

sebagai dasar (sesuai yang menjadi trmpuan beifikir atau pedapat), sedangkan prinsip diartiken

sebagai dasar (kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak).$

Berdasarkan uraian tentang asas hukum dan prinsip hukum di atas, agar tidak terjadi

ketidakkonsistenan teffiadap penggunaan istilah ptinsip dan asas maka penelitian ini menggunakan

istflah prinsh. Pdnsio memir,ki perananen penling dalam pernbentukan peraturan perundang-

undangan. Pembentukan perafuran perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari praKik

hukum selain peneftpan hukum, sehingga pedu didasa*an pada ilmu hukum dari lapisan dogmatik

hukum, teori hukum dan filsalat hukum.

Beberapa pandangan sarjana, seperti Paut Tillich, L J. Yan Apeldoom, J' van Kan dan

J. H. Bielirub, yJng menyatakan bahwe keadilan i[.r mernpeitrakukan sama terhadap hal

yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya'

ifea-uctramp dan Borie, dengan kriteria pembagian proporsionalnya, seila- pernikiran

Junc/r,hn Rawle tentang Juslrce as fail4ess'yang tnenekan prinsip hak berlandaskan

rasionalitas, kebebasan, dan kesamaan, P. S. Atiiah memberikan landasan pemikiran

mengenai prinsip proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai

landasan pi:rtukaran yang aOil di dunia bisnis, bahwa Fansaksifara pihak yang berkontEk

sesuaidengan apa yar€ diinginkan (prydiu in whdw wa,t).*

Peter ahmud arankl3' menyebu0€n bahwa:

'Prinsip proporsionalitas dengan islilah 'equitabilv conlracf'dengan unsur ,lusf,b.e serta

faimesi. Makna 'equitability' menunjukkan suatu hubungan yang setara

(kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual

iersebut pada dasarnya berlangsung secara propo.sional dan weiar. Dengan

merujuk pbda prinsip aoguffas praestasio,is, yaihr prinsp yang menghendaki jaminan

teseiinuahgan tan a;aran iustum pretium, yaitu kepantasan menurut hukum Tidak

dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pemah ada.. Sebaliknya' para pihak

feiika.masut< ke dalem kontrak b€rada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetspi

ketidaksamaan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk

memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam sihJasi

s€rnacam inihh 6as propm;i:nalibs berrakna aqubbw.

* 
Agns Yudha Homo*o, OP. Cn.,h. 19

Y Yohsn6 Sooar Sim,[rc.', OP. Cn., h.28.
s 

D€perf6.rEn-P6ndidkan dan Kehldayaan. ,(aInus 86sar Brfissa t/donosrlr, C€takan Kedua, Balai Pustaka, 1989,

! 
tlhet AOU. Yudh8 ttomoko, Op c,it.. h. 4741

' Paer Mshmud Marzuki, delarn A0us Yudha Hemoko, Op Cr.. h. 86

77

h.52



Dari pendapat-pendapat tersebut Agus Yudha Hemoko kemudian meng€mukakan

bahwa sesungguhnya prinsip proporsionalitas adalah bentuk dari peneaapan doktdn'keadilan

berkontrak' yang meogoreksi Wnerapan 'kebebasan berkontrak' yaag dalam beberapa hal

menimbulkan ketidakadilan.s

Menurut Pebr Mahmud Mazuki, atJran€turan hukum yang menguasai konfak s€benamya

penjelmaan dari dasar{asar filo€ofis yang terdapat pada asas-asas hukum secara umum. Asas-asas

hukum ini bersifabangat umum dan menjadi hndasan berfikir yaitu dasar ftieologis aturan-aturan

hukum. Beberapa ?sis€sas tersebut be.sifil samar-samar dan hanya dengan upaya yang sangat

keras dapat dipahami dan diurai se6ra jehs. asas hukum merupal€n sumber bagi sistem hukum

yang memb€d inspir6i mengenai nihi-nilai 6tb, moral, dan sosial masyarakat. Dongan demikhn

asas hukum sebagai landasan normamenjadi alat uji bagi norma hukum yang ada, dalam arti norma

hukum tersebut pada akhimya harus daoat dikernbalikan pada asas hukum llang mefljfuEinya.s

Memahami keberadaan asas flopo,sio(lalihs tentunya tidak dapat dilepaskan dalam konteks

hubungannya dengan asas-{ls:ls pokok hukum kont'ak, yaifu kebebasan berkontrak,

konsensualisme, kekuatan mengikat, dan itikad baik Pemahaman ini dirasa perlu untuk mengetahui

bekerjanya asas proporsionalitas dalam hubungannya dengan asas-asas hukum kontrak lainnya.

Asas-asas hukum konvak psd,a das nya tidak te@sah satu dengafi lainnya, namun dalam berbagEa

hal saling mengisi dan melengkapi. Oengan kata lain masing-masing asas tidak berdiri dalam

kesendiriannya, tetapi saling melingkupi dan melengk€pi keberadaan suatu konhak.{

Menun t Agus Yudha Hemoko unfuk mencari makna asas proporsionalitas dalam kontrak

harus beranjak dari makna fibsofis keadilan. Hai ini dapat ditelusuri dalam berbagai pemdapat serb

pemikiran para filoGof dan sarjana. Filo6of besar seperti Aiistoteles, menyatakan bahwE ',rustbe

consrsl ia treating equals equally and unoquals unoqually, in ptryortiq, to their inoqualitf (pnnsip

bahws lrang sama diperlakukan secara sama dan yang tidak sama juga diperlakukan tid6k sama,

secara proporsional). Ulpiaius menggambarkan keadilan sebagai "justitia est constant et peipetua

voluntas ius suum cuique tibuendf (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap

memberikan kepada masing{asing apa yang menjadi haknya"to give evetl body his own"). Adinya

keadilan dapat terwujud apabila sesuattr yang diberikan kepada seseorang sebanding sengan yang

seharusnya ia terima (praef€r p,opottiooerr. dignitas rpsr'r.rs).41

Untuk itu suatu kdteria yang dapat dUadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas

dalam kontrak adalah sebagai berikut :

1. Kontrak yang bersubstansi asas propo,sionalitas adalah kontrak yang memberikao

pengakuan tehadap hak, poluang, dan k€s€mpatan yang sama kepada pra konkaktan

untuk menentukan prtukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti

"kesamaan ,,as,f mehinkan pada posisi para pihak yang mengandaikan 'kesotara,an

kedudukan dan hak (equitability)' (prinsip kesamaan hek/kesetaraan hak).

{ 
Agrls Yudhs Hemoko. q. d., h.97.t 
Petor Mahmud Mazuki. Satas-8alss KebobasI,n g€ituoabak, Yurirlka Volumo 18 No. 3 ir€i Tshun 2003, h. 'l9S

196.
* egta Vttana tbol,ot.o, lL*un W1 Asag @itas daldn Kontak Kootctsid, lG or Atvol<at Huftoa &

Hsns Simaola bd@dsssrna dangan Lalsbsng Ll6disteme, Surabaya-Yogyakada, 2m8, h. 89.
tt 

Ao,.rs Ytdha ltemoto, op.AL h.71.
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2. Berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi

asas proporsionalitas adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontraktan untuk

menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tuak adil bagi mereka (pdnsip

keb€basan).

3. Konbak yang bersub€tansi asas proporsional adalah konbak yang mampu meniamin

pelaksenaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para

pihak. Perlu digarisbawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus sehlu

mendapatkan sesuafu dalam jumlah yang sama, dalam konteks ini dimungkinkan adanya

hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini maka distribusi-prcporsional terhadap hak dan

kanvajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang lbir (prinsip distribusiAroporsional).

Dengan demikian, konfak s€bagai mata rantai hubungan para pihak harus dibangun berdasarkan

pemahaman keadilan yang dilandasi atas pengakuan hak para kontraktan.a2 Mata rantai kontrak

tersebut tentu juga berlaku dalam hubungan dokter dan pasien pada Perjanjian terapeutik.

a tbkt.,h.74
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BAB III

i,ETODE PENELITIAN

3.{ Pondekatan Penelitlan

pendekatan penelitian adalah cara mengadakan penelitian.€ Menunrt Peter Mahmud

Marzuki{, Penelian hukum (rega, resf,ardf; If,dtt ndenoek) suatr proses ilmiah unh.rk mencari

pemecahan atas isu hukum yang munanl dengan tuiuan unfuk memberikan pr6kripsi mengenai apa

yang seyogyanya atau isu hukum yang muncul brsebut

penelitian hukum dilakukan unfuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru sebagdi

prBskipsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.{ Oleh karena itu, pilihan terhadap satu atau

beberapa metode penelitian terkait erat dengan perumusan masalah, objek yang diteliti serta tradisi

keilmuan ihr sendin.aT Mengingat kepntngan penelitian ini untuk keperluan akademis, maka terkait

dengaa subtaasinm penerilian ini merupakan penelilian normatif atau penelitian doktrinal.

penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis penelitian ini, karena dilandasi oleh

karalder khas ilmu hukum sendiri, yaitu mebde penelitiannya yang bersif,at normatif hukum. Metode

ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi,

mkaupun kontrak-kofltrak. Sedangkan penelitian doKrinal digunakan untuk melakukan analisis

terhadap asas-asas hukum, literatur hukum, pandangan para sarjana hukum yang mempunyai

kualifikasi tinggi (dol(tin), serta perbandingan hukum.

Sebagaimana peneli6an yang digunakan adalah penelifan hukum normatff, maka pendekatan

penelitian yang dipe€unakan adalah Pendekatan undang-undang (statute ap oach), PendekeEn

konseptual (ool,cep tuat apprcach).Pendekatan undang-undang (ststute 2pp@ach) dilakukan dengan

menehah semua undang-undang dan regulasi rang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Pendekatan perundang-undangan adahh pendekatan dengan inenggunakan legislasi dan

regulasi.6

Pendekatan Konseptual (@neptual app,oadl) beranjak dari perundang-undangan dan

dot(in{okfin yang berkembang dalam ilmu hukum.€

3.2 Bahan Hukum

3.2.1 Behan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara

resmi oleh suafu lembaga Negare, dan/abu badan-badan pemerinbhan yang demi tegaknya

4 
Suha6lni Artunto, PTosodrr turf,ilidan Su t frfldotc,lao Prrk ar(, Jakarts: Rienka Ct 8, 2002, h. 23.

. pstar Mghmud Msrzuki, 'Psn€ltian Hukum', yrri{ia, Volurne 16, Nomor 2, h. 103 (ssbnlutny8 dbingkat Poter

Mahmud Marzuki - l).t Ueawd 8l.d?s lrw Dlrdioneq,'Wd ,?sodr'd5q fl(an s€Dagal:

a. Tttofrrnrya/ld assf,n,[/,i,ig dauffisMb$dt aqwstbn oflaw-

O. ttn neld A AUdy c{nrf,me with tt,€ ef,Er,iw rnarJ'€lni0 d auu,o/iies thal bear oo a qnsl*n ot law.

' p€ter Mahmud lJEltatkl, Panefttan Hul<un, Jd€rtr: PsBads M€dia, 2005, h. 2S.35 (3olsnJutnya dBingkat Pstor

Mahmud Marzuki - lU.

" philipus M- H*tion, thnu Hukum Dqtafl< (^lomali|, Su.abaya. Fakultas Hukum Universii0s Aldsnggs. 191N. h.

32. . pot6r Mahmud llaat//Iii, funelfrcan Hukun, .ldietb: Kencana Pomads M€die Gmup, 2011, h. 93 (EolsoJutnya

disinokat Poto. Mshmud Manuki - lll)

' ,Drir. h. 95
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akan diupayakan bedasadGn daya palGa yang dilakukan secaE resmi pula oleh aparat

negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut

1 . U.dangFudang Dasar Negara Republik lndonesia tahun 1 945;

2. Undang-umhng No. 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan;

3. Undang-l,rndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

4. Undang-Udang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asa3i Manusia;

5. Undang-Ufttang No. tf4 Tahun 1999 Entang Rumah Saklt

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20M tentang Praktik lcdolderan;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang. Pengosahan lntemasional

bwnant aa M and Mtica, Righfs (Konvenan lntemasional tentang Hak+ak

sipil dan Poli6k)

8. Peraturan llrenteri lcsehatan Republik lndonesh No. 290/Menkes/Perflll2008

tentang Petset{uan Tindakan KedoKeran:

9. Surat KepuhEan Direktur Jendera! Pelayanan Medis No. HK 00.06.3.5. t866 Tahun

1999 tentang Pedoman Persetuiuan Tjndakan Medis.

3.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan da:rat

rlembanfu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti berbagai bahan

kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan jumal yang berkaitan

dengan permasalahan yang ditelati.

3.2.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum teBier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan tefiadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini

menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum.

3.3 PengumpuLn dan PengoLhan Bahen Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (libraty rcsearch),

yaitu suatu teknik telaah normatif dari beberapa peraturan perundang-undangan serta penehahaan

beberapa ,iterahn yang re&svan dengan m€ted ysng dibehas.

3.4 Analba Bahan Hukum

Data yang t€lah diperobn dari hasil p€nelitian ini disusun dan dianalisis secara interpr€tasi

hukum; melipufi interpretasi autentik dan interpretasi sbtematis. Hal ini dilakukan, karena pada

dasamya baik hukum mate.ill .naupun hukum to,7".il sudah membenkan pengaturan hukum terhadap

suafu hubungan hukum yang ada dalam masyarakat untuk meniawab permasalahan yang diteliti.
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BAB IV

HASILYANG DICAPAI

Hubungan Hukum Ooktor dan Pasion dalam Perianjian Terapeutlk

Di dalam peEturan perundang-undangan di lndonesh, hubungan antara tenaga medikl,

rumah sakit dan pasien diatur dalam beberapa undang-undang. Hubungan pasi€n dan tenaga medik

terlihat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya disebut UU

Rumah Sskit); UndangFundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehabn (selanjutnya disebut UU

Kesehatan); Undang-Undang Praktik Kedokteran; UU Nomor I Tahun 1999 tentang perlindungan

Konsumen (selanjuhya disebut UU Perlindungan Konsumen). uu Kesehatan tidak secara tegas

mendefinisikan yang dimaksud dengan tenaga medis. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal

13 ayat (1)51 dan ayat (3)* beserta penjelasannyas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

tenaga medis adalah doKer. Sedangkan dahm Pasal I angka 2 Praktik KedoKeran disebutkan

seeftl khusus meag€nai doKer, yaitu 'Doker dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter

gigi, dan dokter gEi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedoKeran gigi baik di dalam

maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik lndonesia sesuai dengan perafuran

perundang-undangan'.

Oalam hubungan antara dokter dan pasien ada dua hal penting yang harus diperfratikan yaitu

bagaimana doKer menempatkan otonomi pasien sebagai individu khususnya dalam pengambilan

keputusan medis dan bagaimana doKer membangun keharmonisan tersebut melalui komunikasi

yang efektif. Selama ini dokter menempatkan dirinya dalam keputusan medis sebagai guardian dan

yang paling 6erba tahu, sehingga otonomi pasien kurang mendapat tempat Hubungan hukum ina

bersumber pada kepercayaan pasien terhadap dokter sehingga pasien bersedia memberikan

persetujuan tindakan medis (informeci @nsen}. Persetuiuan tindakan medik (Pertindik) I informed

conson, adalah suatu izin atau p€myataan setuju dari pasien yang diberikan secara b€bas, sada(

dan rasional setelah memp€roleh informasi yang lengkap, vaiid, dan akurat yang diDahami dari doKer

e t alsm UU Rumeh S8kit, tenaga m€db morupakan bagian dari tenaga tetsp sumbsr daya msnusia rumah srkit.
Tenaga t9t8p lrfi$ol daya lunah sakit tordi.t dsri:

l. Tenrgs modE, bdi.i dsri:
s. Taoaga lil€db Ool(t6r
b. Teflaoa iriodb T€rtontu (Dalam Podda3an P€3el 13 UU Rumoh Ssk4 Yang dimekrud dongan tensga

kr3dlatEn bltsolu sdet h tErlega pcrsual, bldan, pcr8dt gigi, apo(€k6( 83klrn apobkor, &iot5f8pL,
r"H€bnb ogtbhn, to.8pb wlcar8, radlogralb., dsn otupaslterspis)

2 Parrur{ang ,radlf
l. Tro8g8 l(.p€rewat8n,
4. Too8os l(6&mssl8n,
5, Tcnaga msnarqn€n n mah sakit, dsn
6. Tonaoa noo kdohstan:

5r 
Pas€l 13 syel (1) UU KGohetan meneotukan bahrva t€oagr medb ysng molskukan p.Ektt( kodoKe|an di Rumah

Sskit yvalib m€rnllid Sursl lzh PEkt* sosuai dengsn k6ler uan porauren perunaingunaangan.

. 
* P88rl |3 ayst (3) UU X€.eh8tan rnonsfitlrken behws lctlap bnega ke8sh.t8n yang boko4a dl Rumah Sakit harus

bok€ria sssusi d€ngen Ca.d€r probsi, 3ta.dar pglayanan Rumah Ssk , sGndar pmsedur operasional yang berlsku, €tika
proh6i. monghomd hC( pr'bn d8n mongutsrnekan ka!6lrr|tan pesbn

' PonieLlan Prlsl 13 syst (1) UU K6chstln trnistia meoentukan b8hvrr ysog dimakrud dong8n tonags
k6oh8tan trrbntu adshh hnag, porewat. bilan, poratrsl glgi, apobko( 83bton apdok6r, fsiderspb. rBfrsk8ionb optbion.
b.rpb wkara, r8diogralk, ds'l okupasi t6rapb.

22



tentang keadaan penyakJ'hya seita thdakan medis yang akan dip€robhnya . tnformed con*nt

terdiri atas kata ,hformed altinya Hah mendapatf€n informasi dan consent berati peBefujuan (izin).

Transaksi terapeutik yal€ rnencakup kuratif, preventif, rehabilitatif dan prcmotT antrra pasien

dan doKer terjadi pada saat dol&r menyettjui pemintaan pasien untuk menyembuhkan penyakihya,

eejak fu dokter bertanggungid teftadap pasien. Transaksi terap€utik m€rupakan perianjian timbal

balik antara anbra dua pihak td{ memiliki kecakapan membuat pefikatan, yang beBepakat dalam

suatu objek yang dipedoletkl. Pasal 1313 BW menyebu0<an suatu p€rranjisn adahh suatu

perbuatan dengan mana saht orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap s.ltu orang atau lebih. Perjanjian ahtara pasien dan

doKer te{adi dalam lingkp pengobatan atau kesehatan, dimana pasien memerlukan

keahlian dan keterampilan dari dokter yang dapat memberikannya untuk kesembuhan

pasien.

Perjanjian terapeutik iri dapat dibedakan dalam dua jenis:ss

'1. Resuttaatvetbr'intenb, yaitu perikatan berdasarkan prestasi atau hasil keda. Dokter

dapat menjanjikan hasil kerjanya kepada pasien, misalnya dokter gigi yang

membuat SrSi palsu, dokter ahli otthopedic yang membuat ilothesa kaki, dokter

ahli bedah kosmetk yang memperbaiki hidung mancung atau bentuk bagian tubuh

lainnya. Bahkan di Ercpa operasi yang dianggap mudah yang d3pat dip€rianjkan

hasilnya, dimaksuld<an dalam resultaafuefurntenrc, sedangkan operasi yang rumit

dan sulit termasuk irpnn@sveftintenis

2. tnspanningsrcftirtutis atau pe.ianjian daya upaya/usahafikhtiar yaitu perikatan

berdasarkan daya tpaya/usaha/ikhtiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil.

Pasien memberikan'kepercayaan" sepenuhnya kepada doKer bahwa dokter akan

berdaF upaya, bensaha berikhtiar, semal€imal mungkin unfuk menyebuhkan

pasien (fiduciary ddiutship, trust, veftrowven). Jadi dokter dapat menjanjikan

atau meniamin keseinhrhan pasien, maka secara yi.iiidls inspanningsveftintenis

beralih menjadi restdaatsvefuintenis.

Terapeutik adalah te.ie.nah an dad therapeutic yang beradi dalam buang

pengobatan, ini tidak sama deriga n therapy atau terapi yang berarti pengobatan.s Perjanjian

terapeutik merupakan perjarfrn yang teriadi antara dokter dan Pasien yang bukan hanya di

bidang pengobatan saja tetepi hbih luas, mencakup bidang diagnostik, preventil rehabilitif

maupun promolit.s

Dalam Permenkes 1.1o. 290/ MENKES/ PEFylll/ 2008 tentang Persetujuan findakan

Kedokteran Pasal 1 Huruf a fironyatakan bahwa persetujuan tindakan kedoKeran (informed

s Badan p€rnbinaan Hu*un Lsrixtal, Hthurgan Tenaga lrtedtrt Rumah Sakfl da, P€sier, lrporen Pen€litian,

2010. h.27.
s F.sd Arncln, ,(apt $btdzt*t&trtt K&l e.€o. Grafks Tams Jsy8, Jakad., 1991' h. 3'1.
$Hsmion HadHi (o6wsqi. $ l, Httkrm Ke&k/ig/,E,n di Ounia lntsmesio,td, M8kshh Sknpoalum, Modlcal L8w'

Jaka.t8. h. 1,12
tsalin HS. 2006, Ferroez$arfrr t**uo t<onbek di Luar KUH tu/dab. Rsrswrli Ptlase, Jata.tt, h. 45
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tentang keadaan peryakihya serta tindakan medis yang akan diperolehnya .s tnformed consent

terdiri atas kata iffimsd artinya telah mendapatkan infomasi dan oorsent berati persetujuan (izin).

Iransaksl terapeutik yang mencakup kuratif, preventt rehabilitatif dan promotif antara pasien

dan dokter tErjad pada saat dokter menyetujui p€rmintaan pasien untuk menyembuhkan penyakihya,

sejak itu doKer bertanggungjarrrab terhadap pasien. Transaksi terap€utik nrgrupakan porianjian timbal

balik antara anEra dua pihak yang memiliki kecakapan membuat pefikatan, yang b€rsepakat dalam

suatu objek yang dipeftol€hkan. Pasal 1313 BW menyebutkan suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang

atau lebih mengkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian antara pasien dan

dokter terjadi dalam lingkup pengobatan atau kesehatan, dimana pasien memerlukan

keahlian dan keterampilan dari dokter yang dapat memberikannya untuk kesembuhan

pasien.

Perjanjian terapeutik ini dapat dibedakan dalam dua jenis:ss

1. Resuttaatvefuhtenis, yaitu perikatan berdasarkan prestasi atau hasil keria. Doker

dapat menjanjikan hasil kerjanya kepada pasien, misalnya dokter gigi yang

membuat gigi palsu, dokter ahli orlhopedlc yang membuat prcthesa kaki, dokter

ahli bedah kosmetik yang memperbaiki hidung mananng atau bentuk bagian tubuh

lainnya. Bahkan di Eropa operasi yang dianggap mudal-' yang dapat diperianjkan

hasilnya, dimaksukkan dalam resultaafuerbintenrls, sedangkan operasi yang rumit

dan sulit temasuk inspanningsvefi intenis.

2. lnspamirrywerbintenis atau perjanjian daya upaya/usaha/ikhtiar yaitu perikatan

berdasaftan daya upaya/usaha/ikhiiar yang maksimal untuk mencapai suatu hasil.

Pasien memberikan 'kepercayaan" sepenuhnya kepada dokter bahwa dokter akan

berdaya upafa, berusaha berikhtiar, semaksimal mungkin untuk menyebuhkan

pasiea (fuuciary relationship, trust, vetuouwen). .ladi dokter dapat menjanjikan

atau merjamin kesembuhan pasien, maka secar: yuridis inspanningsvelbintenis

beralih menjadi resultaatsvetbintenis.

Tenapeuft adalah terjemahan dari thenpedic yang beradi dalam bidang

pengobatan, ini tidak sama de ngan therapy atau terapi yang berarti pengobatan.$ Perjanjian

terapeutik merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien yang bukan hanya di

bidang pengobatan s4a tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventil rehabilitif

mauwnprqnffi.fl

Dalam Permer{<es No. 290/ MENKES/ PER/lll/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan

Kedokteran Pasal 1 Huruf a menyatakan bahwa poGetujuan tindakan kedoKeran (informed

t 
Badan p€o*rinaan Hukum Na3bnel, Hubungan fen8ga fubdik, Rumah Sam dan Pasieo, Laporan Ponelitian.

2010. h.27.t 
Frod ATElt ,Gpi, Sa,o,da Hukun Kedol<tor8,n, Grafka Tsra JayE, Jaks.tr' 1991' h. 34.

$Harmbn ttadatj Kocatvadii, 1993, Hukun Kedo*E,rut di Duois ln&lmasixlal, Makalsh Slrnpo€lum. M€dical L8w,

Jaka,ta, h. 142

'Salin HS, 2mO, Pedorrber4oa Hukum l<onhak di Luor KUH Poftfoh.' FAE*ali Prs€s. Jatads' h. 45
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concent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah

mendapat penjelasan secara lengkap mergenai tindakan kedokteran atau kedol(eran gigi

yang akan dilakukan terftadap pasien. sedangkan tindakan medis menurut Pasal 1 Huruf b

adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau ehabilitatif yang

dilakukan oleh dokter atau dol(er gbi terhedap pasien. PenJelasan tentang tlndakan

kedoKeran sekueng*urangrrya mencakup (pasal 7 ayat (3):

l. Dhgnosls dan tata cara fndal€n kedokteran;

2. Tujuan tindakan kedolderan yang dilakukan;

3. Altematif tindakan lain, dan .isikonya:

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

5. Prcgno€is terfiadap tindakan yang dilakukan.

6. Pe*iraan pernbiayaan.

Penjelasan yang terdapat dalam Pasal 7 tersebut harus diberikan secara lengkap dalam

bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah

pemahaman. Selain ifu, pasien juga han6 diberi kesempatan untuk bertantE, sebab hal ini

merupakan cara unfuk menghargai otonami pasien sebagaa subjek hukum yang mandiri,

yang menurut J. Gr.nrvandi melipr.rti:s

l. Risiko yang fielekal (inhereno pada tindakan tersebut;

2. Kemungkinan timbulnya efuk sarnpingan;

3. Altematif lain (ika) aCa selain tindakan yang diusulkan; dan

4. Kemungkinan yang terjadijika tindakan itu tidak dilakukan,

Hubungan hukum kontraktual yang terjadi ar ara pasien dan dokter tidak dimulai dari

saat pasien mernasuki tempat praktek dokter sebagaimana yang di{ruga banyak orang,

tetapi justu sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (oral

stdtelz,enf) atau yang t€cirat (impriod statemenf) dengan menuniukkan sikap atau tindakan

yang menyimpull&n kesediaan, seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor

uru\ merryediakan sarta m€ncatat rekam medtenya dan sebagainya. Dengan kata lain

hubungan terapeutik juga memedukan kesediaan dokter, hal ini sesuai dengan asas

konsensual dan kebebasan berkontrafo

Sesuai dengan dinamika kehidupan sosial di masyarakat, pola hubungan

patemalistik antara doKer dan pasien telah bergeser pada pola hubungan yang bersifat

partnership a!€u patient-centered care. Pada prinsipnya pola hubungan padnership

merupakan model p€rawatan kesehatan yang berorientasi pada pemenuhan keinginan dan

* J. Guwandi, linddkan tuledik den Tanggung Jawab Muk L!f,,dik, Fakultas Kodokte.an Universitas lndonesia.
1993, h. 24.s Endsng Kusu.neh ,!s,..tti, Hubu,rgan Ht*um Antora Doklor Dan Pesien Ddlafi lJpaya Poley\ndn ,redis, Cit r
Mitys BAkli, Ba.dung. 2003, h. 4.
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kebutuhan pasien Pasien memiliki otonomi penuh atas dirinya. Pasien dalam kontek ini

sangat menentukan keputusan-keputusan medis yang diterimanya. Pada prinsipnya pasien

bebas menerima atau menolak tindakan medas yang ditawarkan oleh doktemya. Dalam hal

ini dokter mempunyai karajiban untuk memberi informasi pada pasiennye selengkap-

lengkapnya mengenai diagnosis, terapi, proses penyakit, pilihan terapi dan rlsikodsikonya

serta prognosis penyakit. Mehlui pola partnerrrhip antara dokter dan pasien dalam

pelayanan medis, akan melahirkan sinergi hubungan dokter pasien.

Untuk mewujudkan keseimbangan dalam membina hubungan dokter dan pasien

maka diperlukan komunikasi yang setara dari kedua belah pihak. Artinya baik doKer

maupun pasien memiliki hak yang sama untuk mengutarakan maksud dan harapannya.

Hubungan doker dan pasien bukanlah "hubungan atasan dan bawahan". Tirdak ada yang

supedor dan infeior. di antaranya. Oleh karena itu dolder tidak boleh memperlakukan pasien

sebagai objek elari pekerjaannya. Kesetaraan hubungan ini sangat berpengaruh dalam

proses perhrkaran informasi antara dol(er dan pasien. Dokter diharapkan memb€rikan

peluang kepada pasien onfuk mengutarakan dan menerima informasi dengan ielas dan

bebas sehingga terbinalah komunikasi yang efeKif dan efisien. Selain mengubah pamdigma

para dokter, perlu dilakukan.iuga penyuluhan atau edukasi pada masyarakat agar menjadi

pasien yang cerdas. Hal ini diharapkan nantinya dapat mengangkat posisi pasien setara

dengan dokter. llenurut Konsil kedokteran lrdonesia (KKl) ada bet'erapa tipo dokt€r yang

berkaatan dengan pemberian pelayanan medis, khususnya yang berpengaruh tefiadap

komunikasinya derrgan pasien, antara lain:&

1. Dokter yang er,ggan menjawab meskipun pasien bertanya. Tipe ini dapat dikatakan

tidak kooperatif. Mungkin pasien akan su,it menaruh kepercayaan kepada dokter.

Kalau memang menghendaki bertomunikasi dengan dokter, dalam nuansa

hubungan kemitraan, sedapat mungkin hindari dol(er tipe demikian dan perlu

aftematif doKer lain yang lebih komunikatif.

2. Dolder yang bersedia meniawab apabla ditanya dan hanya menla tab sebatas

pertanyaan pasien. Tipe ini pada umumnya ditemui dalam hubungan dengan

pasien yang dianggap doKer memang bisa diajak membahas berBama, antara lain

pasien yang b€rpendidikan cukup. Dokter tip€ ini mungkin tidak banyak m€mbuka

peluang kepeda pasien untuk bertanya kalau ia mengetlg/gep pendidikan pasien

yang rendah akan kurang optimal dalam bertanya atau menerima penjelasan yang

akan berpeqgaruh pada upaya penyembuhan.

3. Dokter yarE bers€dia menjawab pertanyaan pasien, mau bertanya serta

menambahkan informasi-informasi lain yang sesuai dengan tujuan kesehatan

6 
Konsit K€dotii6ran |rldon€gts (KKl), Ko.nitreen Hubungdn DolturPasiea KoNil Kodoktoran lndon€8i8 (rndooe&b,

lttadicol Co@sA, Jeka ., 2(n8, h. 15



pasien.Tipe ini adalah gambaran sikap dokter yang diharapkan

dalampengembangan nuansa kemitraan dalam hubungan dokter dan pasien. Dapat

dikatakan bahwa initah tipe ideai bagi pasien dari semua karakter, yaitudari yang

pendiJikannya terbatas maupun yang berpendidikan tinggi.DolGr tipe ini biasanya

lebih saber untuk mendengarkan dan pandai menggali informasi dad pasien serta

memberitahukan kembali apa-apa yang pentirE diketahui pasien. Selain itu, dol(er

tipe lni juga pandai berempatisehingga pasien menaruh kep€rcayaan penuh

kepada dokter daiam upaya penyembuhan penyakitnya.

Komunikasi dalam praktik pelayanan medis pada dasamya lebih kepada komunikasi

terapeutikTerapeutik merupakan kata sifat yang dihubungkan dengan seni dari

penyembuhan. TeEpeutik dalam konteks ini dapat diartikan segala sesuatu yang

memfasilitasi penyemtuhan, sehingga komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang

direncanakan dan dilakukan ur uk membanfu penyembuhan atau pemulihan pasien.

Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional seorang tenaga kesehatan

(dokter).

Sebelum memberikan pertindik pasien seharusnya menedma infomasi teritang

tindakan medis yang diperlukan, namun temyata mengandung risiko. Pertindik harus

ditandatangani oleh penderita atau keluarga terdekatnya dan disaksikan minimum satu

orang saksi dari pihak pasiren. lnformasi dan penielasen yang pedu diberikan d8!am

Pertindik meliputi hal-hal berikutcr

l. informasi harus diberikan baik diminta maupun tidak.

2. lnfqmasi tidak diberikan dengan mempergunakan istilah kedokteran yang tidak

dim,engerti oleh orang awam.

3. lnfomrasi diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan, kondisi, dan situasi pasien.

4. lnfonnasi diberikan secara lengkap dan jujur, k€cuali jika dol(er menilai bahwa

informasi tersebut dapat merugikan kesehatan pasien, atau pasien menolak untuk

diberkan informasi. Dalam hal ini informasi dapat diberikan kepada keluarga

terdekat.

5. lnfomrasi dan penjelasan tenang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan medis

yang akan dilakukan.

6. lnformasi dan penie,asan tenta tg lata era fndakan medis yang akan dilakukan.

7. lnformasi dan penjelasan tentang risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.

8. lnfomasi dan penjelasan tentang attematif tindakan medis lain yang ters€dia serta

risikonya masing-masing.

tt'1 
Eadan Pemunsgn Huku.r Na3bnal. op- cit.,h.2a
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9. lnformasi dan penjelasan tentang prognosis penyakit apabila tindakan medis

tersebut dilakukan.

10. Untuk tindakan bedah atau tindakan invasif [ain, informasi harus diberikan oleh

dolder yuang melakukan operasi, atau dokter lain dengan sepengstahuan atau

petunjuk dokter yang bertanggung jawab.

ll. Untuk tindakan yang bukan bedah atau tindakan yang tidak invasff lainnya,

informasi dapat diben'kan oleh dokter laan atau perawat dengan sepengetahuan

atau petunjuk dokter dan bertanggung jawab

Kewajiban untuk memberikan informasi dan penjela$an berada di tayangan doKer yang

akan melakukan tindakan medis. Dokterlah yang paling bertanggung jawab untuk

memberikan informasi dan penjelasan yang diperlukan. Apabila dokter yang akan

melakukan tindakan m6dis berhalangan untuk memberikan informasi dan penjelasan maka

dapat diwakilkan'pada dol(er lain dengan sepengetahuan dokter yang bersangkutan.

Pasal 2 Permenkes No 290/Menkes/Perflll/2008 secara tegas menyatakan bahwa

semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terfiadap pasien harus mendapat

persetujuan. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis maupun iisan dali pasien

setelah pasien mendapatkan informasi dan penjelasan tentang pedunya tindakan

kedokteran dilakukan.

Ada dua bentuk Conscnt (persetujuan) yaitu:82

a. lmplied Consent (tersirat atau dianggap telah diberikan)

1) lmptied Constructive Consent (keadaan NormaUbiasa)

2) lmplied Efireryency Con*nt (keadaan gawat darurat)

b. Ex,/essed Consent (dinyatakan); secara lisan dan tulisan

Hubungan dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik (perjanjian medis).

Pelak6anaan kotgntuan tersebut diimdementasikan dongan memberikan informasi

dan mendapatkah persetujuan terhadap tindakan kedokteran yang akan dilakukan oleh

dokter terhadap pasien yang lazim dlsebn hformed Consent. Dalam kotantuan Pasal T ayat

(3) No 290/Ir,tenkes/Per/lll/2fi)8 juga memberikan ketentuan bahwa dalam penjelasan

tindakan kedoKeran sekurang-kurangnya mencakup :

1. Diagnosis dan tata cara tindakan kedoktoran;

2. T$uan lindakan kedokteran yang ditakuken;

3. Aftematif tindakan lain dan risikonya;

4. Risiko dan komplikasi yang mungkin teriadi;

5. Prognosis terhadap tindakan yang dilakuakan;

6. Perkiraan biaya-

aJusrrl H.nafioh d6n Arn.i Ani , 2008, Edl(a Kodordoran ds/t HL*:um Kos€hata,r, Jakarta, EGC, H. 7+75
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Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Terapeutik

Tidak mudah untuk memasukan idealisme informed @nsent ke dalam peraturan

perundang-undangan tentrang kesehatan, karcna setiap negara memiliki badisi dan sejarah

yang berbeda satu Bama lain. Namun di era teknologi dan perkembangan ilmu kedokteran,

infomed consent menjadi perdebatan yang menarik di bidang kedokteran dan hukum.

lntensitas dialog dan interaksi antar budaya dan bangsa telah membuat keterikatan setu

sama lain dan dampaknya adalah apabila suatu negaE tidak memutakhlrkan informasi

maka secara otomatis akan tertinggat dan ditinggal dalam perbincangan mengonai ilmu

pengetahuan, termasuk dalam bidang kedolderan dan hukum. Essensi lnfomecl conse,nt

bisa menjadi hukum positif bidang kedokteran dalam rangka untuk melindungi hak-hak

pasien dan peniingkdan profesionalisme dokler.B

Sejak dahulu infomed mnsent sudah dibahas dikemukakan dalam bidang

kedokteran, pemikiran itu tidak diterima begitu saia oleh semua pihak. Hal inilah yang

menyebabkan munculnya perbedaan pendapat, sehingga membentuk s€buah poladtas'

yakni pihak yang setuju deagan infomql consF/nt di satu sisi dan meEka yang menolak

pada sisi yang lain. Menunrt Borsellinos mengemukan bahwa di Eropa pada tahun 1980

sampai 19$)-an, into'7,I,ed @nseil telah menjadi perdebatan serius dikalangan para p,raKisi

kedokteran dan hukum. Sedangkan penganut aliran konservatif menyebutkan bahwa

mereka yatg beranggapen bahwa hubungan antafa dokter dan pasien borsifat patemalisti(

tidak menduku ng infomed conse dengan tudingan bahwa infomed clrrsent jus&u

semakin memperumit hubungan dokter dengan pasien. seiain ilu informed conaenl

dianggap sebagai penghambat dalam proses komunikasi dan interaksi antara dokter dengan

pasiren.o Codohrya, kelika dokter menyimpulkan bahwa hasil diagnosa mengharuskan

diadakan tindakan kedokteran secepatnya demi keselamatan pasien, namun karena harus

melewati proses yang berb€lit atas nama informed anson( maka kondisi kesehatan paeien

akan semakin memburuk dan bahkan dikuatirkan meninggal akibat tidak seg€ra ditangani.

Tindakan kedolrteran yang seharusnya dapet dilaksanaka n meniadi terlunti menunggu kata

sepakd deri 'komunikasi irrformed corserfantara dokter dergan pasien'

Mereka yang tidak setuju dengan informed consent beranggapan bahwa menggali

informasi yang selengkaplengkapnya dari pasien akan memakan waktu lama, rumlt dan

kadarq*adatp jtga "mahal" karena harga yang harus di&yar demi t€/qadtnya efeldifitas

d 
Endang KBUma Adutl, (2012) atubungsn Hukum sntera Doldor dangan Paslon d8l8m Upaya Pelayanan iilsdis'

Dbnduh 20 Agustt8 2017.Idalam
Panizb Bo.sefmo, ,nlbzred Cotrs'ot turc n@tical-bgol Cdr.ns in Sdo{€ o Societe Joqnal, X-o .312012,

h. 1741
6 tbb.
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komunikasi dalam ir,!.qmed consent tersebut adalah uraktu dan kesediaan kedua belah

pihak untuk saling mendengar.ffi

DoKer dan pasien sering teriebak pada situasi dan kondisi psikologis yang sama-

sama tidak menguntungkan karena doKer merasa memiliki otoritas terhadap apa yang

teriadi pada pasien, s€dangkan pasien berada pada posisi membutuhkan p€rtolongan.

Posisi ini menempdkan doKer tidak sejajar dengan pasien sehingqa tidak terbentuk

pemahaman yang utuh, padahal itulah yang meniadi *enaa infumed @nsent. Di sisi lain

oasien merasa tidak pedu untuk memberikan banyak informasi' termasuk kondisi penyakit

yang dideritanya pada masa lalu karena menganggap dokter memiliki kemampuan yang

lebih baik untuk melakukan interprestasi dan bahkan menangani penyakitnya'

contoh konkrit atas dilema ini adalah persidangan kasus scrr/oendorrT v. sociea of

New YorR Hoqitat pada tehun 1914. Dokter yang menangani tindakan kedokteran itu

merasa bahwa apa yang dilakukannya sudah benar dan demi kepentingan pasien, namun

Hakim Benjamin Cardozo,fl berpendapat berbeda dan mengatakan, "a sul.geon who

peioms an opmtion without a patient's @n#nt cornmits an assauft." Kepufusan yang

diambil oleh Hakim Cardozo tersebut pada akhimya menjadi momontum lahimya diskusi

panjang mengenai perlunya infumed conserl bagi penghargaan terhadap otonomi pasien

dan melindungi hak dasar pasien dalam menentukan semua hal yang tedadi pada tubuhnya.

Mengutamakan perlindungan hak-hak pasien tidak berarti tanpa risiko karena dokter jqga

tidak bisa selalu ditempatkan dalam posisi yang salah. Lebih lanjut Borsellino menekankan

pentingnya alur dan konsepsi flkir yang benar berdasafkan pada norma dan primip yang

ada.

lnformed a nsent pada dasamya adalah sebuah proses komunikasi yang

berkesinambungan.s Oalam kontelis ini, informed cp,ts€/nt merupakan pemindehan

paradigma pengamtlilan keputusan, dari yang berpusat di tangan doKer ke tangan pa6ien.

lnfqmed conseit jr4a mensyaratkan keterbukaan (disciosure), sehingga dokter harus

mendapatkan informasi sejetas-jetasnya s€pefti misalnya daogan melacak sejarah keluatga

atau semua yang terlibat dengan keberadaan pasien.

Hubungan doKer dan pasien tidak pemah dilepaskan dari proses komunikasi yang

terbuka s€perti ini. Secara teknis tidak dapat befjalan sesuai dengan apa yang diharapkan'

karena adanya distorsi, disebabkan permasalahen bahasa maupun budeya. Dalam kasus Ini

nvood. R 8., Fiasodrdr w t Hww Bol,us in aurger, RE. ttEitnen,-I., & Rcbor, J. (ed.l, Trre Ethizl Dlnr€,rci,,'s

d, the Hol.Etcd ad tk,fui ScbrEs, Ner Yofi Csmbddgs Uohr€Blty P16s' 2002' h. 1 1 7-1 25'
- -'- --,"ts"trloondorfi v. Socbty of t{o^r York HospnaE LEXIS 1028 C.F.R. 1911. ,lqy E. g octffi, Ap,€lllant, v. nto

so.rr, a tr," rv", vo.* nospfid, Resportden(. Rotriglrd Dacember 7. 2008, h. l. Dlurduh tsnggal 3 septembor 2017 dad

htto,/rwinos-bu{lalo.eduraollY/r€soarcfi/ blo€tl|k sdlloono htnl.'- -'-"s;nf" 
sooush kornuolGlt. &.,/,/xr',/l6,d @asF,nt &/dff|.at abtrs* den t oologB- Oalam pemaaramsn alj8. hnonnd

oonsool adabh upafs ufltuk mqrohon !6cara halus k€pada pasLn den d€ngan otofloml yang dimllld ol6h p88lon, dle

;;;ffi; p"ri"|a.a; bshra tuiuan trdak8n mcdb k€psd8 dirlnya merupakan pilihfl otonomnya dan buk8n atss dorongen

ii.ii-o"G'"" b.m utn. Danbi E, ds1 2Ot 2'r,lt b.mect @trrrnt bt dfiM toainaff ln C€nadian ,,wlql Assodatbn, h.1.

o@il**.crn"i."arcotttonUl &{5r533.tu[) Dtunduh'l SGptanbor m1 7
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pasien adalah orang yang pasif atau tidak memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik

dan sistematis, dokter akan menemui permasalahan karena jalaban-jawaban yang

diberikan tidak sesuai dengan apa yang diminta. Apabila ini terjadi, biasanya dokter

kemudian meminta bantuan dari pihak keluarga. Permohonan untuk dapat berkomunikasi

dengan pihak keluarga tidak efektif, karena dalam masyarakat tertentu mengungkapkan

sejarah dan kondisi pasien secara terbuka pada orarE lain (termasuk dokter) dianggap tabu

atau dlanggap sobegai intelvensi domain Frivat.

Fakta-fakta ini menunjukan bahwa tidak semua pasien bersedia untuk memberikan

informasi yang teftait dengan keluarga atau saudara-saudaranya. Dengan memahami dan

menyadari kendala{<endala ini maka kesalah pahaman antara dolder dan pasien dapat

dihindari, sehingga keputusan akhir dalam proses komunikasi ini selalu dilandaskan pada

standar etik kedokteran. Di sisin lain, ada penolekan lain tertradap pendapat infomed

consent menuu Onora O'Neill dari Newnham Gollege lngrgris,6' yang mengemukan bahwa

informed consent hanya boleh dilakukan antara dokter dengan pasien yang sudah memiliki

kedewasaan fisiologis maupun kematangan psikologis. Namun adakalanya dokbr

berhubungan dengan pasien yang dianggap tidak oewasa atau belum memiliki kematangan

berpikir.

Terkait dengan itu kebijakaa publik dalam bidang kesehatan, menurut O'Neill

infomrcd consent dapat rnenghambat tersusunnya persturan perundang-undangan di bidang

kesehatan karena kebijakan harus berlaku umum dan tidak bersifat'personal atau individu,

padahal informed consent harus dilakukan secara peeonal. Pada hakekatnya perbe'iaan

hubungan antara dokter dan pasien dengan hubungan lain adalah sifat yuridisnya, yakni

hubungan itu merupakan satu bentuk periketan (veftintenis) yang merniliki ciri (1) adanya

persetujuan (consensua/ alau agrcemeno yakni saling menyetujui dari pihak dokter dan

pasien tentang pembedan pelayanan pengobatan, dan (2) adanya suatu kepercayaan

(fictuciary), karenb hubungan konbak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai

aatu serna tain,to dan karena al*an ini maka informed corrsent tannasuk dalam katqod

perikatan.

Dalam perikatan tersebut juga muncul banyak kendala, tkJak hanya permasalahan

komunikasi seperti yang sudah dijelaskan di atas. Hanya 8aja, kendela-kendala da ata8 tidak

dapal dijadkan alasan untuk tidak terlaksananya komunikasi antara dokter dan pa8ien,

karena informed colrsenf merupakan bagian dari hak pasien selta hanya melalui proses ini

maka setiap tindakan medik dapat dilakukan oleh dokter dan hal ini berimplikasi hokum.

conora O'Neill, Sa/r,,e Limits ol lnbmed Cottsnt in, Joumal ol bHical Ethbs, Cambrilge Univorsity. Volume 29,

l$ua, 2003, h. 4-7.

'J. Guwandi, Dgl<ta., Pasien den Hukum, B8lai Pgncdit Fakultas KodoKorso Uni,trlltas lndorEria,Jskarta. 2007,

h 19.
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Menyikapi hubungan dokter dan pasien yeng tidak berimbang itu, dapat

dikemukakan asas proporsionalitas sebagai dasar kedudukan diantara pihak-pihak tersebut.

Beberapa pandangan sadana, seperti Paul Tillich, L. J. van Apeldoom, J. van lGn dan J.

H. Beekhuis, yang menyatakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang

sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan kett?aksamaannya.

Beauchamp dan Bowie, derEan kriteria pembagian proporsionalnya, serta pemikiran John

Rawts tentang 'Jirstice as fainress" yang menekan prinsip hak berlandaskan rasionalitas,

kebebasan, dan kesamaan. P. S. Atijah memberikan landasan pemikiran melEenai prinsip

proporsionalitas dalam kaitannya dengan peran kontrak sebagai landasan pertukaran yang

adil di dunia bisnis, bahwa hansaksi para pihak yang berkontrak sesuai dengan apa yang

dfrr€inkan fpryrhn hntat Wwaft|7|
Peter f,ahmud arzukiz manyebutkan bahwa:

"PrinSip proporsionalitas dengan lstilah bquitabiltty @ntruct" dengan unsur

lu$rce serta faimess. Makna 'equitabirity' menunjukkan suatu hubungan yang

setara (kesetaraan), tidak beral sebelah dan adil (fair), atlinya hubungan

kontrakual tersebut pada dasamya berlangsung secara proporsional dan

wajar. Dengan merujuk pada prinsip aequitas pnestasbnis, yaitu pnnsip yang

menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran iustum pretium, yailu

kepantasan menuflJt hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para

pihak tidak pemah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam konkak

berada datam keadaan yang tidak sama. Akan te{api ketidaksamaan tersebut

tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan

keh€ndaknya secara tidak memadai kepada flihak lain. Dalam sifuasi semacam

inilah *as proporsionalitas bermakna equftabilily.

Dari pendapat-pendapat tarsebul Agus Yudha llornoko kemudian mengemukakan

bahwa sesunggirhnya prinsip proporcionalitas adalah bentuk dari penerapan doktrin

"keadilan berkontrak'yang mengoreksi penerapan 'kebebasan berkontraK yang dalam

beberapa hal m6nimbulkan ketidakadilan.T3

Dalam penerapan prinsip proporsionalitas dalam kontek bisnis komersial yang

berorentasi keuntungan para pihak dalam hal ini kontrak pengadaan barang dan jasa

pemerintah, fungsi prinsip proporsionalitas menuniukan pada karakter kegunaan yang

"operasional dan implementatif, dengan tujuan mewujudkan apa yang dibutuhkan para

7r 
Uhst Aeus Yudhs Homoko, op. cf., h. ,17.84.

o Pabr i,lahmud Maranki, dslsm AOus Yudha tlomoko, Op. C{t, h. 86.
D ffi. h. 87.
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pihak.74 Menurut Agus Yudha Hernoko, fungsi prinsip proporsionalitas, baik dalam proses

pembentukan maupun tahap pelaksanaan kontrak bisnis komersial adalah:

a. Dalam tahap pra kontrak, asas proporsionalitas membuka peluang negosiasi bagi

para pihak untuk melakukan pertukaran hak dan kewajiban secara fair. oleh karena

itu adalah tidak proporsional dan harus ditolak proses negosiasi dengan itikad

buruk

b. Dalam pembentukan kontrak, asas proporsional meniamin kesetaraan hak

serta kebebasan dalam menentukan/mengatur proporsi hak dan kewajiban

para pihak berlangsung secara fair;

c. Dalam pelaksanaan kontrak, asas proporsional menjamin tenuujudnya

distribusi pertukaran hak dan kewajiban menurut konsensus yang

disepakati/dibebankan pada para pihak;

d. Dalam hat terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka harus dinilai

secara proporsional apakah kegagalan tersebut bersifat fundamental

(fundamentat brcach) sehingga menggangu pelaksanaan sebagaian besar

kontrak atau sekedar haFhal yang sederhana/kesalahan kecil (minor

impoftant). Oleh karena itu penguiian melalui asas proporsionalitas sangat

menentukan dalil kegagalan pelaksanaan kontrak, agar jangan sampai di

salagunakan oleh salah satu pihak dalam memanfaatkan klausul kegagalan

pelaksanaan kontrak, semata-mata demi keuntungan salah satu pihak

dengan merugikan Pihak lain;

e. Bahkan dalam hal terjadi sengketa kontrak, asas proporsionalitas dapat di

pakai untuk mengatur proporsi berat rtngannya kesalahan yang di timbulkan

sebagai upaya penyelesaiah sengketa kontrak berdasarkan penerapan prinsip

proporsionalitas.

Dari uraian kons6p proporsionalitas di atas, bahwa pola kedudukan dari dokter dan pasien

adalah propolsional, pasien sebagai plhak yang mernbutuhkan keteramdlan dan keahlian

dan dokter tidak mungkin dapat berimbang kedudukannya dengan dokter yang memiliki

keterampilan dan keahlian itu. Kedudukan dokter dan pasien yang proporsional ini,

sekaligus mengor€ksi pola hubungan kontraktual khususnya dalam hubungan doKer dan

pasien yang harus seimbang.

,'Agur yudha Hsmoko dalsm llodt. lsnrgni, fud<embengan Hukum tutdatd di hrdotldsia', Laksbang Gmfika,

Yogyakads, 2013, h. 50. (Soh.{uhys ditobul AOl,3 Yudha Homoko ll).

3?



BAB V

KESIIIPULAN

Pola kedudukan dari doKer dan pasien adalah proporsional, pasien sebagai pihak yang

membutuhkan keterampilan dan keahlian dan dokter tidak mungkin dapat belimbang

kedudukannya dengan dokter yang memiliki keterampilan dan keahlian itu. Kedudukan

dokter dan pasien yang proporsional ini, sekaligus mengoreksi pola hubungan kontraktual

khususnya dalam hubungan dokter dan pasien yang harus seimbang.
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The Principle of Proportionality in Therapeutic Contract:

Creating an Equita ble Doctor-Patient Relationship

Agus Yudha Hernokol, Ghansham Anand2, Bagus Oktafian Abrianto3

Abstract:

This study aimed to identify the implementation of the principle of proportionality in

trerapeutic contract in terms of doctor-patient relationships for the sake ofjustress. Juridical-

normative method with statute and conceptual approaches was applied.

The result showed that the legal relationship between doctors and patients lied on a mutual

trust. Therapeutic transaction is the basis of health services, prioritizing the principles of

ethics the doctors follow; which involve providing help, doing good and not harming any

patients. The principles of ethics in terms of providing help should be thorough. The contract

is based on the principles of proportionality, providing the sense cfjustness for all parties.

Keywords: the principle of proportionality, trerapeutic agreement, doctor, pcttient, equity,

heaith.
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Introduction

Improving health is intended to improve public awareness, willing, and capabitity to live

healthy in order to attain the optimal level of health as one element of social welfare, as set

in the preamble of of the Constitution 1945. Being healthy, as a human right guaranteed by

the state under an article 28 H subsection (l) ttre Constitution 1945, is manifested by

providing various public health services. Improving the quality of health is not apart from

the role and practice of medical domain The organization of medical practice is the essence

of doctors' effort to enforce health. Activities on medical practice should correspond to the

standards of medical profession and have high moral ethics, expertise, and authori-f of their

capacity as experts, certificates, license, and so on. This is consistent with H. J. J Leneen,

"De formulering van de norma voor de medische profesionele standard zou dan kunnen zijn:

zorgvuldigd volgeru de medische standard handelen als een gemiddelde bekwaam arts van

geltjke medische die in redelijke verhouding stoon tot het concreet handlingsdoel"

(Supriadi, 2001).

The regulation of medical practice refers to Act No. 29l 2004 on Medical Practice and Act

No. 20l 2013 on Medical Education. Those regulations are the basis that doctors hold to

provide medication for public.

People, in improving the level of their health, require medical staff to provide help or services

to the patients. The nature of health service is provi<iing help or treatment to patients and it

causes trerapeutic agreement. It is an irgreement between a doctor and patient which content

is more than just medication, but may also include diagnostic, preventive, rehabilitative, and

promotive aspect'(Hanafi, 1999).In relation to mutual trust, it may exist when an open and

honest communication occurs between a doctor and patient. Therefore, both doctor and

patient may exchange necessary information in order to have good cooperation and achive

the purpose of health service. In this context, the existing trerapeutic agreement points to the

article 1234 Burgelyk Wetboektlnt each contract is to provide something, to do something,

or not to do something.

The relationship within this terapeutic agreement is the basis to do health service, setting out

the principles of ethics, including: providing help, doing good, and not harming any patient.

The notion of trerapeutic agreement, in its progress, shifu into issue in some local hospitals

and it relates to the notion of medical malpractice. Some actions that doctors do to provide

health services which are likely to deviate from the predetermined standard operational
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In addition, the condition of local health services currently treats patients as an object, whose

rights are sometimes neglected by the doctors. Along with the development of technology

and information, patients dare to criticisize the treatnent they had and strive for their rights

(Kerbala, 1993). This gap implies on non-optimal health service by doctors, and patients are

likely to be an object in need and asking for any health treatrnent. Danny Woradharma (1996)

proposed the following notions of patients' rights:

1. Right to have information;

2. Right to give approval;

3. Right of medical confidentiality;

4. Right to choose doctor;

5. Right to ciioose the medical facilities;

6. Right to refuse any treafinenVmedication;

7. Right to refuse any particularly medical treatment;

8. Right to stop the treatment;

9. Right of second opinion;

10. lnzage Right of medical record;

11. Right to have worship based on reiigion they follow.

In addition, patients' rights are"self-determination," (l) right to have treatment and care; (2)

right to choose the medical staff and hospital for treafinent; (3) right to refuse particular

treatnent; (a) right to have information; (5) right to have protection; (6) right to stop the

rnedical treatnent, as well as right to be secure, right to have curtailment over free-treaffnent,

twenty-four-a-doy-visitor-rights, right to sue, right to have legal aid ( Washington, 1949;

Soekanto, 1989; Nasution, 1999).

Patients' rights to kno what and how their disease, medical analysis, medical treatment is

often lack of significant information, and thus it may disadvantage the patients. [n relation to

Iegal regulation, in cae of medical treatrnent by doctors for patient treatment, there are several

rights that doctors should provide toward their patients. These rights, in some cases in local

hospitals, are often ignored by doctors by not conducting informed consent toward their

3
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procedures; for instance, in case of conducting surgery without considering the appropriate

procedures, the negligence of using toolkiq having mistake on analyzing disease, and so on

(Guwandi, 1 995, Budianto, 2009).



patients. When something bad happens to patients (passed away during surgery, having

permanent physical defect, and etc.) due trr medical treatnent by a doctor, the patients cannot

do anything for themselves, in terms of their physical condition (Soekanto, 1989). It is

considered as problem and disputation ofmedical malpractice or inappropriate medical action

that deviates from its operational standards, since it refers to the doctor's negligence in

providing information which may harm the patients' physical body such as permanent defect

or even death.

The relationship between doctor and patient is not apart from an open communication about

such issues. In technical manner, it does not correspond to the expectation due to particular

distortion or other problems on language and culture. In this case, a patient is passive or not

having capability to have good and systematical communication, and the doctor may feel

confused since the patient's answers are out of his expectation. When this happens, the doctor

may usually ask the patient's family. Flaving communication with the patient's family seems

ineffective, since some people may think that revealing a patient's medical record to elses

(including doctor) is taboo or considered as an intervention on private domain.

The principle of proportionality is used as reference to valuate the relationship of doctor and

patient into an equitable contract. in this regard, Simamora (2009) proposed that the principle

of proportionality focused on the equilibrium of distributing obligations. In regard to

proportionality, Ian Mcleod (200i) gave ail example of applying the principle of

proportionality in Atalanta case, in which the legal regulation required one of the parties to

guarantee the implementation of the contract, and when it was not well-implemented, the

policy would charge them with penalty without considering whether the failure in

implementing the contract was major or minor. In this case, the court asserted that the failure

of performance had no correlation at all with the amount of penalf, and it must be

considered as violating the principle of proportionality. Thus, the penalty charged should

proportionally conespond to the fault (Simamora,2009).

According to Agus Yudha Hernoko (2011), the characteristics of the principle of

proportionality in a contract are:

a. Contract containing the principle of proportionality within is a contract with

acknowldgement on equal rights, opportunities, and chances to each of the

contractans to determine an equitable exchange for them. Equality does not mean

I
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"equal result" but more refers to the position of each party expecting "the

equitability" on rights and function, the principle of equitability on rights;

b. Lying on equitable rights, a contract with the principle of proportionality is a contract

using the authorship of each contractan as the basis to determine which substance is

equitable and which one is not for them (the principle of authorship);

c. A contract with the principle of proportionality is a contract with capability to ensure

the implementation of rights and proportionally distribute the obligations in

simultaneous manner for all the contracting parties. Noted that equitability does not

always mean that every individual should gain something with equal amount. In this

context, it is possible to have different result for each party. The principle of

proportional distribution over the rights and obligations to each of the contracting

parties should point to a fair exchange (the principle of proportional distribution).

d. In terms of a disputed contract, the weight of evidence -the level of faulth or other

related issues- should be measured based on the principle of proportionality in order

to get an elegant and win-win solution.

M. Yahya Harahap Q0l5), argued that proportionality rn providing evidence is relevant,

given that, in legal studies, any reasonable evidence has never been'found and obtained as the

how logical and definite the evidence is in exact science. In relation to the weight of evidence,

applying the principle of proportionality is helpful to justifu the judgment of tlre intended

issue, lying on a principle that judges are not allowed to do either bias Qtrinciple offair triat)

or partial bias (the principle of impartiality-no bias). Additionally, the judge is required to

wisely dispart the weight of evidence toward the disputing parties in fair and proportional

manner

In this case, the principle of proportionality emphasizes that the measurement of fault of the

disputing parties should be proportionally taken into account. Based on those all descriptions,

some propositions dealing with related issues were proposed, including:

l. The legal relationship between doctor and patient in trerapeutic agreement

2. The application of the principle of proportionality in trerapeutic agreement

Research Method

The study of normative law was used, considering the exclusive character of the study

itself which method is normative. This method was used to analyze the correlation of legal
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regulations, jusprudence, and contracts. Doctrinal study; however, was used to analyze the

principle of law, the literature of law, along with scholars' views of law that have high

qualification (doctrine) and comparison of law.

As this study is a normative research, statute and conceptual approaches were used.

Statute approach was applied by examining the legislation and other relakd legal regulations

on intended legal issue. It is a approach using legislation and regulation (lvlarzuki, 2011).

Results

1. The legal Relationship Between Doctor and Patient in Trerapeutic Contract

In Indonesia legislation, the relationship among the medical staff, hospital, dan patients are

all set under several Acts. The legal relationship between patients and the medical staff is

mentioned under Act No. 441 2009 about Hospital, Act No. 361 2009 about health, Act of

Medical practice, and Act No. 8/ 1999 about Consumer Protection. The Acts of health do not

explicitly define what medical staffare. However, based on Article 13 subsection (l) and (2)

along with the explanation, it concludes that medical staffis doctor. Whereas, article I and2

of medical practice have specifically define that "general doctor and dentist are doctors,

specialized doctors, dentists, and specialized dentists graduated from general medical degree

or dental degree, either domestic or abroad and acknowledged by the Republic of Indonesia

as set under its legislation."

Two fundamental concerns on a doctor-patient relationship involve how doctors put patients'

autonomy as individual, particularly in making medical decision and how they build the

harmony through an effective co-munication. So far, doctors put themselves as the most

versatile people as well as guardians who make medical decision, and thus, the patients'

autonomy is lack of attention. This legal relationship lies on patients' trust toward their

doctors and makes them wiling to give their aprproval on certain medical treatment (informed

consent). The approval to have medical treatrnent/informed consent is an admission or

statement of agreement a patient gives independenfly, consciously, and rationally after having

informed; valid, and accurate information from his doctors about his condition of illness

along with the possible informed medical action (BPHN, 2010). Informed consent literally

derives from "infoFmed', indicating having information, and "consent", indicating an

approvallagreement.

6
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Therapeutic transactions include curative, preventive, rehabilitative, and promotive actions

between a doctor and patient when the doctor agrees with the patient's request to cure his

illness. Since then, the doctor shoutd be responsible to his patient. Furthermore, therapeutic

transaction is a reciprocal relationship between both parties having qualification to get

engaged that compromises an object allowed. Article l313 BW mentions that an agreement is

a deed in which one or more individuals engage themselves with one or more other

individuals. The agreement is between a doctor and patient in medical treatment, in which the

patient requires particular expertise and skill of doctors to cure the patient.

This trerapeutic agteement is classified into two types:

1. Resultaatverbintenis, an engagement based on achievement or performance. The doctor

may promise his performance to the patient, such as: a dentist making artificial tooth, an

orthopedic expert who makes foot prothesa, a specialized cosmetic surgeon fixing nose

or other parts of physical body. Furthermore, in Eropa, surgery considered easy to predict

the result is involved into resultaatverbintenis, and the more complex surgery is involved

into i nspann i ngsv e r b i nt en i s .

2. Inspanningsverbintenis or an agreement of effort/attempt/initiative is an engagement

based on optimal effort/attempt/initiative to reach a result. The patient gives his "trust" to

the doctor, and thus, the doctor should give his effort, attempt, and initiative as optimal

as possible to cure the patient (fiduciaty relotionship, trust, vertrouwen). Therefore, the

doctor may promise or ensure the patient's recovery, and thus, in juridical

inspanningsverbintenis, it shifts into resultaatsverbintenis (Ameln, l99l).

The term Therapiutic, which indicates a medical domain, is different from the term therapy,

which means a medication (Koeswadji, 1993). Therapeutic contract is an agreement between

a doctor and patient, not only on medical context but also more extensive including

diagnostic, preventive, rehabilitative, and promotive settings (Salim, 2006).

In Regulation of Minister of Health No. 290l MENKESi PER IIy 2008 about the consent to

conduct a medical treatment, particularly in article I subsection (a) mentions that informed

consent is an approval by a patient or his closed family after having a thorough information

dealing with pa(icular medical/dental treatment that will be applied to the patient. However,

medical treatment mentioned in Article I subsection (b) is defined as a medical treatment

which includes preventive, diagnostic, therapeutic, or rehabilitative effort by a doctor/dentist

a
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toward a patient. The explanation about medical action, at least, includes (article 7 subsection

(3)):

1. Diagnosis and procedures of conducting medical treatment;

2. The purpose of the medical heafinent,

3. Other possible altematives along with its risk;

4. The possible risk and complication; and

5. The prognosis of treatment;

6. The cost estimation.

The explanation mentioned in article 7 should be thoroughly atfiibuted with a comprehensive

language or other ways that aim to facilitate the understanding. Additionally, patients should

have chances to ash since it is considered as a way to appreciate their autonomy as

independent subjects of law, and, following J. Guwandi (1993), it includes:

1. Inherent risk over the treatment'

2. The likelihood of side effect;

3. Other alternatives, if so, besides the proposed treatement; and

4. The possible result of the treatment

The contractual relationship between a patient and doctor is not started from on which the

patient gets into the doctor's office as common people have assumed, nevertheless, it happens

since the doctor express his willingness through either verbal or implied statement by posing

an auitude of willingness, such as organizing registratiorq giving serial numbers, providing

and recording the medical record of the patient, and so on. In short, therapeutic contract

requires the doctor's willingness, and this is consistent with the consensual principle and the

independence of making contract (Astuti,2003).

According to the dynamics of social life, the system of patemalistic relationship between a

doctor and patient has shifted into partnership or patient-centered care. basically,

partnership is a treafinent model oriented to meet the patient's needs and interest.

The patient has full authority over themselves. In this context, the patient is determinant for

the medical treafrnent he may have. In basic setting, patients are free to receive or refuse the

medical treatnent that the doctor offers. Here, the doctor has an obligation to provide

thorough informed information about the patient's medical diagnosis, therapy, the process of

being sick, and the options of therapy along wrth its risks and the prognosis of the illness.

I
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Through doctor-partient partnership in medical services, it may bring out a synergy

relationship between a doctor and patient.

In order to reach the equitability and to maintan the relationship between doctor and patient,

it needs an equal communication from both parties. That is, both doctor and patient have

equitable rights to express their intention and expectation. This doctor-patient relationship is

not "a relationship between superior and inferior." Neither superior nor inferior is within.

Therefore, a doctor is not allowed to treat his patient as an object of his profession. The

equitability of this relationship may significantly influence the process of information

exchange between doctor and patient. Doctors are expected to provide chances for their

patients to express and receive any informed information clearly and independently in order

to create an effective and efficient communication. In addition to shift the doctors' paradigm,

it needs socialization or education toward society to be intelligent patients. This is further

expected to lift the patient's position to be equitable with the doctor. The Council of

Indonesia Medical Statr (2006) classified several types of doctors in terms of their medical

treatment, especially to things influencing their communication with patients:

t. The doctor who is reluctant to answer their patients' questions. This ffi of doctors

is considered non-cooperative. It is possible that some patients are difficult to trust

the doctor, When the patient is willing to communicate with the doctor, in case of

partnership, the patient should stay away from this lype of doctors, thus, it needs

other alternative doctors to be more communicative.

2. The doctor who is available to answrr the patients' questions as long as they are

asked. This type of doctors is commonly seen in a doctor-patient relationship in

which the doctor is available for discussion with, for instance, high-educated

patients. This type is likely to provide limited chances for the low-educated patients

to ask. The doctor commonly assumes that the patients are lack in making question

or understanding the explanation that may become influential for their recovery.

3. The doctor who is willing to thoroughly answer the patients' questions, to ask , and

to provide any necessary information that corresponds to the purpose of the patients'

health. This type of doctors is a depiction of the doctors' attitude tlat are expected to

develop the notion of partnership im a relationship of doctor and patient. It

concludes that this type is ideal for patients from all level, including from ones with

limited or high education. This ffi of doctors is commonly more patient to listen to

and capable to seek for information from their patients, as well as providing any

9
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informed information the patients need to know. In addition, this type of doctors is

capable to have emphaty, and thus, the patients may give their ufrole trust toward

the doctor for the sake of their recovery.

Communication in medical service basically refers to therapeutic commrrnication.

Therapeutic, in literal meaning, is an adjective linked to the art of medical treatnent.

Therapeutic, in this context is identified as anything that facilitates a recovery, thus,

therapeutic communication is a communiation designed and conducted to help patients'

recovery. It is a professional communication of medical staff(doctor).

Before giving their consent for any medical treatment patients should get information about

the necessary medical tieatment they will have, however, it is riskful. An agreement of

medical treatment should be signed by the patient or the patient's closest family and

witnessed by, at least, a witress from the patient. Any information and explanation that

should be provided in an agreernent for medical treatrnent include:

1. Infonnation should be provided, whether it is asked of not;

2. Information is not carried out using particular medical terms that common people are

difficult to understand;

3. lnformation is provided based on the level of patient's condition and education

background;

4. Information should be thoroughiy and honestly provided, unless the doctor thinks

that the information may harm the patient's condition, or unless the patient refuses to

see the information. In this case, the information is shared to the patient's closest

family.

5 [nformation and explanation about the purpose and the prospect of successful results

of medical treafinent to be conducted;

6. Information and explanation about the procedures of medical treatment to be

conducted,

7 lnformation and explanation about any possible risks and complications;

8. Information and explanation about any other alternative medical treatment along

with the possible risks;

9. Information and explanation about the prognosis of the illness when a medical

treatment is decided to conduct;

I

r0



10. For any sugery or other invansive treatrnent, the information should be provided by

the surgeon, or other doctors under the direction from the responsible doctor;

11. For any non-surgery or other non-invansive treatments, the information can be

provided by other doctors or nurses under the direction of the liable doctor.

An obligation to provide information and explanation lies to the doctors who are authorized

to conduct the medical ffeatnent. The doctor must be liable to grve necessary information

and explanation. When the liable doctor is not available to give information, it may be

represented by another doctor, but still, under the direction of the liable doctor.

Article 2 of the Regulation of Minister of Health No 290llvfenkeslPer/I1V2008 firmly

mentions that any medical treatnent to be conducted to patients must have the patient's

consent. The agreement can be written or oral after the patient had necessary information and

explanation that deals with the medical treattnent.

Following Amir and Hanifah (2008) there are two type of Con*sent (persetujuan).

a. Impiied Cowent

1) Implied Constructive Consent

2) Implied Emergency Consent

b. Expressed Consent; either written or oral

The relationship between doctor and patient in therapeutic transaction (medical

contract).

The implementation of this provision is by providing information and attaining

patient's consent'to conduct a particular medical treatment, commonly called informed

consent. Article 7 subsection (3) No 290/]vlenkes/Per/IM008 also mentions that the

explanation of medical treatment, at least, includes:

l. Diagnosis and procedures of medical treatnent;

2. The purpose of medical treafinent to be conducted;

3. Other alternative freatments along with its risks;

4. Any possible risks and complications,

5. The prognosis of the medical treatment;

6. The cost estimation.

a
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2. The Appliation of the Principle of Proportionality in Therapeutic Contract

It is not easy to put the idealism of informed consentinto tlhe legal regulation of health since

each country has its own different tradition and history. In this current era of technology and

the increasing development of medical and legal domains, the intensity of dialog and

interaction between culture and nation has been engaged one another and may affect that

when a country does not update their information, it may automatically be left behind

scientific discussion, including medical and legal domains. The essence of informed consent

may become a positive law in medical field in order to protect patients' rights and improve

the doctors' professionalism (Astuti, 2012).

Since years ago, informed cotwent has been discussed and proposed in medical field. This

idea, however, was not taken for granted by all parties. Thus, it caused debates, which led

Lnto a polarity -the parties who agreed to informed consent and the parties who not.

lorsellino (2012) argued that, in Europe during 1980s and 1990s, a serious debate amoirg

nedical practitioners and legal experts about informed consent occurred. Conservative parties

ugued that ones assuming that the relationshio between doctor and patient was paternalistic

ariii not sustain informed consent since they assumed that inlortned consent might make the

elationship of doctor and patient more complicated. Furthermore, informed consent was

msumed as one that cumbered the process of communication and interaction between doctor

md patient. For instance, when a doctor infered that the resulf of diagnosis required an

mmediate medical treatment for the sake of patient's lifu, however due to a long-winded

)rocess on behalf of informed consent, it might worsen the patient's condition, and even

rring the patient into death since he was not immediately handled. The medical treatrnent that

vas supposed to tie conducted was stopped since it waited for a deal of informed consent

retween doctor and patient.

ihey who disagree with informed consent assume that seeking for thorough information from

he patient may take time, be compticated and sometimes "expensive" due to some amount

o be paid for the effectiveness of communicating the inJbrmed consent, and thus, it needs

ime and willingness from both parties to listen to each other (Wood,2002).

loth doctor and patient are often stuck with their psychological situation which may bring

hem into disadvantageous condition, since the doctor feels that he has authority over what

appen to patients, and the patient is considered as ones asking for help. These functions

2
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This facts show that every patient is not always willing to provide information dealing with

his family or relatives. Understanding and awaring this condition may avoid any

misunderstanding between doctor and patient, and thus, the final decision in this process of

communication will always be based on the ethical standard of medical fieaftrent.

Furthermore, Onora O'Neill from Newnham College in England is another scholar refusing

the idea of informed consent by arguing tlat informed consent was only between doctor and

patient with physiologicai and psychological maturnity. However, the doctor sometimes has

patients that seem immature or not having logical maturity (O'Neill, 2003).

Related to public policy in medical domain, O'Neill argued that informed consent might

impede the enactment of regulation in medical field since the policy should be publicly

applied and not personaUindividual, while the informed consenr should run personally.

Essentially, the difference between doctor-patient relationship and other relationshop lies on

their juridical nature. The relationship is a kind of engagement (verbintenis) with several

characteristics, including: (1) consencual or agreement, both party -doctor and patient- agree

to do medical treatnent, and (2) fiduciary, the contractual relationship is based on a mutual

trust, and thus, informed consent is considered as an engagement (Guwandi, 2003).

In addition to communication problem as previously described,. other obstacles may exist as

well. However, those all problems are not an excuse to put aside the communication between

doctor and patient, since informed consent is a part of the patient's rights and the rnedical

treatrnent by the doctor will depend on that process of communication, and thus, it has a legal

implication.

The principle of proportionality is proposed to respond such inequitable relationship between

doctor and patient and as the basis underlying both contracting parties. Some scholars (e.g.,

Paul Tilich, L. J van Apeldoorn, J. van Kan, and J. H. Beekhuis) argued that justness is

providing equal treatment on the same matters and providing different treatment based on the

Cifferences. Beauchamp and Bowie defined the criteria of proportional allotment. John's and

Rawls' idea on 'justice as fairness" that emphasizes on the principle of rights based on

:ationality, independence, and equality. P. S. Atryah provided the basis of thinking on the

lrocess of proportionality, in relation to the role of contract, as the basis of fair exchanges in

rusiness field; that the transaction of the contracting parties should correspond to the

rroportion in what they want.

T4

a



t

Peter Mahmud Marzuki (2006) argued that:

"The principle of proportionality with the term"equitable contract" along with the

element of ijustice" and"fairness." The term"equitability" shows an equitable and

fair relationship. That is, the confractual relationship is basically held in

proportional and fair manner. Referring to the principle of aequitas praestasionis -
the principle that requires a guarantee of equitability- and the tenet of justum

pretium -legal-based propriety, it is undeniable that the equality of both parties

does never exist. Paradoxically, the contracting parties are likely to have inequal

condition on which they are engaged in a contract. The inequality, however, may

not be used by the dominant party ro unproportionally impose their interest

toward the minor. In this context, the principle of proportionality refers to

equitability.

Following those arguments, Hernoko (2011) argued that the principle of proportionality

basically referred to the implementation of a doctrine 'Justice in having contract,"

revising the implementation of "independence in having contract", and in some cases, it

might cause injustice.

Applying the principle of proportionality in contracts of profir-oriented commercial business,

in case of governmenta! good and service procurement, the function of this principle shows a

functional character with "operational and intplementative" nature, aimed to realize the

parties' needs (Isnaeni, 2013). According to Hernoko (2Oll),the functions of the principle of

proportionality both in the process of constructing and implementing a commercial business

contract are as foliow.

a. In pre-contract, the principle of proportionality gives chances for negotiation to do

righrand-obligation exchanges in fair manner. Thus, it is unproportional and

unacceptable to do negotiation with bad-faith;

b. In making a contract, the principle of proportionality ensure the equitability of rights

and the independence to fairly determine/set the proportion of rights and obligations

for both contracting parties;

c. [n implementing a contract, the principle of proportionality ensure the realization of

rights and obligation exchanges based on the predetermincd consensus;

d. [n case of failure in implementing a contract, it should be seen proportionally

whether the failure is a fundamental breach that may harm the major
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implementation of a contract or a kind of trivial breach (minor important).

Thus, the assessment through the principle of proportionality is crucial to

determine the failure of a contract, .and one of the contracting parties should

not misuse this condition by taking benefit from the clause of a fail contract to

solely gain profit or harm another party;

e. Even in a disputed contract, the principle of proportionality is likely to be

used to set the proportion of fautt as the attempt to solve the dispute based on

the principle of proportionality.

According to the concept of proportionality as described above, the archetype of a doctor-

patient relationship is proportional; the patient is considered as one that needs particular skills

and expertise, and it is impossible for a doctor to have equal function with another doctor

having particular skill and expertise. These proportional functions are also used to correct the

archetype of a contractual relationship, particularly to doctor-patient relationships that should

be proportional.

Conclusion

The archerype of a paternalistic relationship between doctor and patient has shifted into

partnership or patient-centered care relationship- Basically, the archetype of partnership is a

medical treafinent modei aimed to meet the neeCs and interests of autonomous patients. This

pattem is horizontal-contractual which function has shifted fiom an equal relationship to a

proportional-contractual relationship. This pattern of proportional-contractual relationship

indicates that the parties are inequal due to the doctor's skill and expertise. The condition of

doctor and patieirt is proportional. This doctrine is also used to correct the pattern of

contractual relationship, particularly to doctor-patient relationships that should be

proportional.

References

Astuti, E. Kusumah, (2003) Hubungan Hukum Antara Doher Dan Pasien Dalam Upaya

Pelayanan Medis,Citra Aditya BAkti, Bandung.

Ameln, Fred, (1991). Kapita Selekta Hukum Kedokteran. Grafika Tama Jaya, Jakarta.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2010). Hubungan Tenaga Medik, Rumah Sakit dan

P as i e n, Laporan Penelitian.

Budianto,Agus, 2009. Kasus Malpraktrk, Antara Penegakana Hukum dan Rasa Keadilan

Masyarakaq Medic inus, 3(l) 3242.

Danny Wiradharma, Danny, 1996. Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Binarupa Aksara,

Jakarta.

16



Daniel E, et.al, (2012) "lnformed consent for clinical treatment" in Canadian Medical
Association, p.1. (http//www.cmaj.calcontent/l84/5/533.full) accessed on 4tl'

September 2017.

Endang Kusuma Astuti, E,Kusuma. (2012) "Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien

dalam Upaya Pelayanan Medis"http://ejournal.umm.ac.id/index.phpllegalityl

articlelviewl}g2 I 304. accessed on 20* August 20 17 .

Hanafiah, M.Jusuf and Amir, Amri, 1999. Etika Kedokteran & Hukum Kedokteran, EGC,

Jakartfl.

Guwandi, J. 1995. Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent, Fakultas Kedokteran

Universitas Indonesia, J ah,afi a.

Guwandi 1.,Q007). Dolder, Pasien dan Hukur4 Balai Penerbit Fakultas Kedolteran
Universitas Indonesia, J akorru.

Harnrien Hadiati Koeswadji, H.Hadiati, (1993). Hukttm Kedolceran di Dunia Internasional,

Makalah Simposium, Medical Law, Jakarta.

Hernoko, A. Yudha, (2011). Hukum Perjanjion, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Kome rs ial, Kencana, Jakarta.

Jusuf Hanafiah, Jusuf, and Amir, Amri, (2008), Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan,

ECG, Jakarta.

Konsil Kedokteran Indonesia, (2006). Kemitraan Hubungan Dokter-Pasien. Konsil
Kedokteran Indonesia Q ndone s ian Medical C ouns il), J akarta.

KerbalqHusie4 1993. Segi-Segi Etis dan Yurisdis Informed Consent, Pustaka Sinar

[Iarapan, Jakarta,

Maranki, Peter Mahmud, Penelitian Huhon, Jakarta: Persada Media, 2005.

Nasution. B. John, (1999). Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta,

Jakarta.

Onora O'Neiil,(2003). Some Limits of lryormed Oon.sent in, Journal of Medicol Ethics,

Cambridge University, 29(l)4-7 .

Patizia Borsellino,Parizia, (2012). Informed Consent Some Philosophical-Lesal Concerns

in Salute e Societd Journal,X-n.311741.
Salim, (2006). Perkzmbangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdota, Rajawali Prsess,

Jakarta.

Schloendorff v. Society of New York Hospitals LEXIS 1028 C.F.R. 1914. Mary E.

Schloendoff, Appellant, v. The Society of the New York Hospital, Respctndent.

Retrieved December '1, 2008, h. l. Accessed on 3"1 September 2017 from

http//wings.buffalo. edr:/faculty/researct/ bioethics/schloen0. htm l.

Supriadi, W. Chandar,20Al. Hukum Kedokteran, Mandar Maju, Bandung.

SimamoraJ.Sogur, (2009). Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadoan Barang

Dan Jasa Oleh Pemerintah, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Soekanto, S. 1989. Hak dan Kewajiban Pasien,Ind-Hill-Co, Jakarta.

U.S. Government Printing Office (Vol. 2) Washington, D.C, 1949,"Trials of War Criminals

before the Nuremberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10,181-182.

Wood. R. E., (2002). The Ethical Dimensions of the Biological and Health Sciences,

Cambridge University Press, New York.

L,egal Acts

Ihe Constitution 1945.

A.ct No. 81 1999 on Consumer Protection

A.ct No. 391 1999 on Human Rights

A.ctNo. 441 1999 on Hospital

A.ct No. 2912004 on Medical Practice

t7



Act No. 12l 2005 on the Legitimation of International Covenant on Civil and Political Rights

Act No. 361 2009 on Health

The Regulation of Mnister of Health of the Republic of Indonesia No.

290lMenkes/Per/IlV2008 about the consent of medical treatment

8



GE 9t.p 2. Uplo.ding th. ssr x

2. WICAD WrSftf 3. STEn reT&r^ .. RorO SUFPIffiI iY flGE 5 @SlBrlATE{

uproad a mrusid to fiB iilmal. coilplete f,le bltilinO stsps.

1. Oltfilspago.c8cfiB{ffise(o(CIEoseFilo]stlcttooetrsaCtoossFUardndoffforloculng|he116orllhg
hard dlt|G otyon cornodc(.

2 Lo(dr lhc 6h ,c rish t0 sulrnl ef,t higtlsgm t
1 C[cf Ope m tt ctim!! Fllc {ilfui ilildr Ca6 ft ? lm! dfi a rua o l{s pr!E.

a. dlct Ui{o€d fi t{6 0agr, tt *i opl€& fie lile ltom hs @oprrEr to tl€ roumals Hb sie and noam8 l(

tDll6{h9 lre iMaf € dtlfilms.
5. On€e tie suof,lgslon ls uoroedsc aftf, s?€ m6 codlnuc dolo boiom of lhls Dage.

Submission File

FtsNsrno 35&651-1-S!i.doc

Oigiod lile name A-Y-Hemoto- el al-l-lre Pdndple d Propotlimalv in lhsrapouliccootrad&c

Ftre Size 12txB

oale uploaded 2017-10-22 r9.O2Ptl

2. Uploadlng the Submisslon

Replace suDmission filE

@i16$i6ijl

Effiiolelrlo d[ofies? Cootad !glg4 ts 3ssistane.

q$B,t't1

t

S?ANilD

accdunl nurnbe(

ORCID

Tide '

lbsrad '

fo ract piJtlished 8/tide readeEtdg ffiing Google inalrt6, Gntc( il aEflnl numbe{ hs€
(e.O,UA-EW{.

;ma( )rC(x-)ULl0(-)0(xX-XXYY

:rFx'iri$; I

Title and Abstract
iiltl
:i:i

d
i.i[rHe 

anrxoxe oF PnoPoRTlo[rtnY lN THRIPEUflCCONTRACT: CR€ATING Ar

ABMC'

@ Srcaf. upt:aingsrppte' x

xgvwo*os

Th. 9d^<lpL oa PEFdon.lty. hap.q6< rg,em.d ddor.
p.ti.nt cq0ity, h..ltfi

f^l

tii

e n lauthor,/subrnitl4 ?art;.Jeld = i 5 5

Hofia Saarch Arcfitva3 AnnogncanEntr Foraulltotl

4. Uploading Suppl€mentary Fll€s

t. sr^cr 2 4N gdsrssE\ 3 €{rEF HEISATA a. UPlff SFtEr.eitffV Fll€! 5 C*GUtlot

TiisoptofiatstepatrorsSuptlem6olartFdestoDeaddcdtoasubrtissroo.Th€ltles whichAnbeananyform3t

mlghl indude (a ) (ea,ear.i inslrumenls, (b) dala sels. wlrith compl!' wili trle le'frs ol he slucfs 
'esca'cn 

€hie
rq/iew.(c)sourceslhiofrer*isewouldbeunlailrblelolead€rs (dltgures3ndtablesthalctronologhlegraled

ioto lh€ E( rls eil. ,r oE1er mdenalg thal add lo the cof,tibuton ol the wrr(

elcrr^! FrG srlE CrIE rPL;.ffC

,:D suro;dfre.tar!eies hee aH a&tedlD fi.tr.ruiai.$,o1

)i

!

IIT LE

LlFloai, 5uoplentrnlarr 6le

@!!gat:LjAI

Erowrc
. Ovtssu?

. b) ilrthor

. 
'ture

q.!

lSSll 21O9 8578 iP,'nl,

lsstl 2112-1605 r.Jn,!nE,

No fil€ (hor.o Upload I errgnr,c r e(r.c

CtrJ- FOR PAPERS

nitiiri iliul iij .

GIi:;: !i;:!::i: i

Juf,-r,:Jll,r.

liuiiSif:ei:' - ':

.i,i.i,:e-ilili"^

-a

i r). ! '..)

!a l.x:rn!" ,' rl,r

:ri: .;,'r"

't t-- 'l -

;',"i :';:
: rl' : li'

EEYl€4i



5. confiming

i- $ART ?- UPLN St ghrrss{o* a E$rB sgfffir^ f . Frso slPRElErTAnY f n€s 6. O(I$Eafilqa

flemsqistlo Russia LerJumd dick Fioish Sxbtrission Tho subndssion! paindpal cmtacl tlll
receh'e an acknowledgemart bI 6mafi and ill, he able to vlw the subfldsslods progfess

p$€ss by l€gghq h to the joumal B"! silo. Thalk ydu hr y@t lnlqsst in pruishlng YiUr

File Summary

Slep 5. Gonfimlng the Submbslon

ffid{HLESf,r€

i 1' ff€Fitro €T A rc ffiFaCrftE Submlsslm File
AFPCMTIMTVHTffiE
corcnacT.od

GTE UNO^D€On ,YFE

,24K8 22-10

To sdbmit your
througfi ti8 6.i:tqial

Russisn LawJourol.

/arrtlror^aY€S qbrnil/s

i:: I

';

,i
ll

;,:i

Hsn > U!€r > tc$cr , Srbrasrrn! : Adi* s{rbGsbns

Active Submlssions

S{Dmission complete. Tlraok lou ror iour ioleresl in pubiishin0 with Russlan LawJoutoal.

r a.clive SucmrssionS

lssil 2309€€74 iPriFt)

lsstl 2312-350: (Cnlin.)

CElActiw9/bmi*ion, x

/iiuthoryindex

l@ r U*. r Adcr , Ad&. SII6i.]6r

rlcWe Submissions

f,lti ,;

&EI'II llSu/.i

iFE F?.,irF!€ $ teif;9Tr?rALrt r r'.
-!f/fE'J-&-355 22-iA ad lJirn.l o

t:1o{1Iems

Start a New Submission

3ts5.,]f!! ln OO lr sla! .j.i ,i the hi i.gltr tultirs e,r.n l)ror-es s

q
Refbacks

... t&n0 assrgnmanl

CAIT FOf PAfEAT

gRfu
v

User
;t ac! u?:y.:r:(x: ,^ r.j,. 

&rTtaiJr,

n!:pi

me:1,: i:3i,,ii!

€:irsl -.i:,:l: :i,ie

n!t:i;r 4riumnni:

ilt331pl!n

i9uli;i r.:seni;::,, .

tbE > us > Adhe > S&rna3iru r try s{bBi3lion

FIIE9I€

ffi !rJ s! ie.i€l .n $

User

cll,ii !J ifr r;ie

l9iiICi: Pfd:€n:34::

Fe$s'

;,iir I i:

q
'J 

aldEtiift o.Ya.

{- :.

r'l

i,'l
,:

I

;Rhi Rq:r# rturr log;,gmuw
Uger

,.fr, t:ii :!- | i;rr. , .:

,Vl,l ItLt.r.l

..:/rii'r - - :


